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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam
kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa
Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis
dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun
daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan
yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22
Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow
1992.

B. Konsonan

dl

| =tidak dilambangkan
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ONVIVIN 40 ALISHIAINN DINVTISI 31VLS NIHVYAEI MITTVIN VNVINVIA 40

¢ (koma menghadap ke atas)

tsa

kh

Xi

sh



Hamzah (s)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di

atas (), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambing "¢".

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis
dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-

masing ditulis dengan cara berikut :

4 misalnya J& menjadi gala

Vokal (a) panjang

Vokal (i) panjang = 1misalnya Ja8 menjadi gila

Vokal (u) panjang = 0 misalnya (32 menjadi dina

o
1

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.
Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan

“ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = 3 misalnyad E menjadi gawlun

Diftong (ay) = & misalnya 3 menjadi khayrun

xii
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D. Ta’marbiithah (3)
Ta’ marbithah ( ¢)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “h” misalnya Ay yaall Al Hl) menjadi al-risala li-mudarrisah, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan

kalimat berikut, misalnya A da < menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalélah

Kata sandang berupa “al” (J)) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut :

1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...........................

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masyad’Allah kana wa malam yasyad lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla
F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:  &%- syai’un S el - umirtu
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u).d‘ - an-nau’un Uj'h;u -ta’khudzina

G. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh : BN w3 sl &) )5 - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : d,wu Y} lana LA) = wa maa Muhammadun illa Rasdl

oill mm g s J sl ) = inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh : < 8 8 &) (e pai= nasirun minallahi wa fathun garib

Xiv
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Las ¥ A = [illahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Najibullah. 14210093. 2018. Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran
Tergugat Dengan Relaas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa.
Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : DR. H. M.
Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Kata Kunci : Putusan Verstek, Relass, Kepala Desa

Putusan verstek ialah putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat dalam
persidangan. Hal ini memicu permasalahan ketika dalam pemanggilan terjadi cacat
prosedur, yakni ketika relaas atau surat panggilan itu tidak disampaikan kepada
Tergugat kemudian disampaikan kepada Kepala desa dengan alasan Tergugat sedang
tidak berada di alamatnya, dampaknya ialah Tergugat tidak mengetahui jadwal
peridangannya dan pada akhirnya Tergugat tidak hadir di persidangan. namun
Peneliti memfokuskan pada pertimbangan hakim serta upaya hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim
dalam memutus verstek serta bagaimana jika tergugat tidak menerima putusan itu
atau upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh tergugat.Penelitian ini mengambil
tempat di Pengadilan Agama Trenggalek. Dalam jenisnya, Penelitian ini tergolong
dalam jenis penelitian empiris dan pendekatanya menggunakan pendekatan deskriptif
sehingga sumber datanya pun dari berbagai macam akan tetapi wawancara serta
ketentuan yang berlaku untuk sumber data primer.

Dari hasil penelitian ini pertimbangan Hakim menetapkan putusan verstek
ialah bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta
tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh
setelah dijatuhkan putusan verstek ada 2 (dua) yakni perlawanan (verzet) atau
peninjauan kembali. Jika masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan
putusan, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat adalah perlawanan
atau verzet, Kemudian jika sudah melwati tenggang waktu tersebut dalam arti sudah
berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah peninjauan
kembali dengan sama-sama mengajukan pada Pengadilan tingkat pertama.

XiX
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ABSTRACT

Najibullah. NIM 14210093. 2018. Verdict Verstek Based on Defendant's
Disappearance With Relaas Submitted To Village Head. Thesis.
Department Of Al Ahwal Al Syakhsiyyah. The Faculty Of Sharia. State
Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: DR.
H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

oSS —_— e —

Keywords: Verdict Verstek, Relass, Village Head

Verstek's verdict is a decision not attended by the Defendant in the hearing.
This triggered a problem when in the calling there was a defect in the procedure, ie
when the relaas or the summons was not submitted to the Defendant then submitted
to the Village Head on the grounds that the Defendant was not at his address, the
impact was that the Defendant did not know the schedule of his trial and in the end
the Defendant was not present at trial. but the researcher focuses on judges'
considerations and legal efforts.

This study aims to determine the judge’s judgment in deciding verstek and
what if the Defendant did not accept the verdict or what legal efforts can be done by
the Defendant.This research took place in the Trenggalek Religious Court. In its type,
this research belongs to the type of empirical research and its approach uses
descriptive approaches so that the source data is also of various kinds but the
interviews and the provisions applicable for primary data source.

From the results of this study the judges consider the verdict of verstek is that
the Defendant did not attend and has been summoned officially and properly and did
not send his authorized or authorized representative. Legal effort that can be taken
after the verstek verdict is 2 (two) namely the resistance (verzet) or the review. If still
within the period of 14 days after the notification of the decision, then the legal effort
that could be filed by the Defendant is a resistance or verzet, Then if it has passed the
deadline in the sense that it has a permanent legal force, then the legal effort that can
be filed is a reconsideration with the same- equally appeal to the Court of First
Instance.

XX
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demikian, Negara Kesatuan
Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga kekuasaan kehakiman dengan
tujuan sebagai penegak hukum serta keadilan dalam hal ini adalah Pengadilan.
Pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai
katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Pengadilan
dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,
sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan

menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus sebagai salah satu pelaksana

dari kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



dikatakan peradilan khusus karena Pengdailan Agama mengadiliperkara-
perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. ‘Dalam hal ini Pengadilan
Agama hanya berwenang mengadili pada tingkat pertama dibidang perdata untuk
orang-orang islam di Indonesia, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf,

infag, shodaqoh, dan ekonomi syari‘ah.

Di dalam berperkara atau mencari keadilan serta kebenaran di Pengadilan
Agama kita mengenal Hukum Acara, Hukum acara ini adalah ketentuan-ketentuan
yang mengatur jalannya persidangan. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam

undang-undang ini . ®

Ini artinya dalam ketentuan tersebut, Hukum Acara yang berlaku di dalam
Pengadilan Agama sama dengan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri kecuali

ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat pada Undang-Undang tersebut.

Persidangan di Pengadilan Agama ini merupakan salah satu usaha dalam
menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan
demikian kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi penting kehadiranya untuk

didengarkan keteranganya. Oleh karena itu, agar para pihak yang bersengketa

! Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan
Agama, (malang; setara press, 2014), 15.
2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400



menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang
sering kita sebut dengan relaas panggilan, kemudian dikirim kepada pihak yang
bersengketa. Dengan adanya relaas ini, para pihak yang bersengketa/ yang berperkara

dapat mengetahui hari, tanggal dan jam mereka mengikuti proses persidangan.

Untuk memantapkan jalannya proses pemanggilan Pihak yang berperkara
dalam persidangan di Pengadilan Agama salah satunya adalah dengan keberadaan
Juru Sita, hal ini di tegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita
Pengganti .

Kedudukan Juru Sita dalam struktur organisasi Pengadilan Agama jelas
bahwa kedudukan Juru Sita memiliki kordinasi dengan Panitera, dimana tugasnya
membantu Panitera dalam proses persidangan. Menurut Mardani, secara spesifik
dikarenakan JuruSita pada pelaksanaanya lebih menitikberatkan pada bidan pekerjaan

teknis, untuk itu Juru Sita memiliki tugas-tugas yang lebih rinci, diantaranya adalah:*

1. Bertangung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
2. Mengetik surat yang akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Menyampaikan surat-surat kejurusitaan kepada alamat yang bersangkutan.

® Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400
* Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah,. Cet 1. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 126-127.



4. Dalam menyampaikan surat pemanggilan dengan memperhatikan alokasi waktu
sidang agar klarifikasi surat menjadi patut.

5. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar-benar diterima oleh
pihak yang berhak atau yang berwenang sehingga klarifikasi surat menjadi sah.

6. Berusaha menyampaikan surat kejurusitaan pada saat waktu dan tempat yang

tepat agar berhasil guna dan berdayaguna.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita ini dijelaskan dalam Pasal 390
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang pada intinya dalam
pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa tiap-tiap surat yang dibawa oleh jurusita,
harus disampaikan pada pihak yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau
tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu maka kepada Kepala desa atau

Lurahnya diwajibkan untuk segera memberitahu kepada pihak yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa kendala,
misalnya Kepala Desa tidak menyampaikan relaas kepada tergugat secara langsung
atau Kepala desa mengkalim sudah menyampaikan relaas akan tetapi pihak Tergugat
tidak mengakui relaas tersebut sampai kepadanya. Hal ini memerlukan kejelasan

agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum.



Menurut informasi dari hasil wawancara (tidak struktur) dengan Pak Iksan
salah satu Juru Sita Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 11 Januari 2017, ada
sebuah perkara perceraian dengan Nomor 986/Pdt.G/2015/PA.TL vang karenanya
Tergugat tidak menghadiri persidangan, pada hal telah dipanggil secara sah dan patut
kemudian oleh Hakim dinyatakan cerai dengan Putusan Verstek, artinya selama
persidangan tersebut Tergugat tidak menghadiri persidangan sama sekali. Yang
menarik adalah relaas pada perkara tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh
Kepala Desa, Ada sekitar 35% relaas yang disampaikan atau ditandatangani Kepala
Desa setiap tahunya. Tergugat tidak tahu menahu soal gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat. Tergugat baru mengetahui gugatan perceraian tersebut

setelah adanya Putusan Verstek .

Sebagaimana diketahui bahwa pemanggilan adalah bagian yang penting dari
tata tertib beracara di Pengadilan Agama, karena sah atau tidaknya persidangan
berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak Penggugat/ Pemohon dan
Tergugat/ Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa tiap pemeriksaan
perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu Pemohon atau Gugatan dan
5

Pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan kata lain, pemanggilan merupakan salah satu unsur dari satu sistem

® Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama,
(Yogyakarta: UlI Press, 2009) , 70.



pemeriksaan perkara. cacatnya pelaksanaan pemanggilan akan menyebabkan

cacatnya proses pemeriksaan perkara.

Dari penjelasan perkara di atas, Peneliti akan mencoba meneliti
permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari pemanggilan tersebut,
dikarenakan di dalam Pengadilan Agama Trenggalek ini ada beberapa relaas yang
hanya ditandatangi oleh kepala desa yang mana berakibat pada putusan, dan juga
tidak mengetahui apakah Kepala Desa tersebut benar-benar menyampaikan relaas
kepada pihak yang bersangkutan atau tidak. Oleh karena itu Peneliti tertarik
mengambil penelitian ini dengan judul "PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN
KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA DESA (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam latar belakang tersebut dapat dirinci
sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek menetapkan putusan
verstek berdasarkan ketidakhadiran Tergugat dengan Relaas yang disampaikan
kepada Kepala desa?

2. Bagaimana upaya hukum ketika adanya putusan verstek?

C. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini diharapkan mampu memperoleh

pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum di atas,



yang mana urgensinya adalah untuk masyarakat. Adapun tujuan secara terperinci

adalah sebagai berikut:

1. Adgar dapat mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan
putusan verstek dengan melandasi relaas yang di tanda tangani oleh kepala desa
atau lurah.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang dilakukan
ketika pihak yang bersangkutan baru mengetahui adanya verstek.

D. Manfaat Penelitian
Berbeda halnya dengan tujuan penelitian, pada bagian manfaat penelitian ini
menjelaskan mengenai tujuan yang dicapai oleh peneliti sesudah penelitian ilmiah ini
dilakukan.
Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah
keilmuan, khususnya dalam hal Hukum Acara Perdata
b. Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas
Syari’ah/ Hukum.
c. Memberikan wacana terkini bagi khalayak umum, khsusnya masyarakat
berperkara di Pengadilan Agama atau Pengadilan-pengadilan yang lain.
2. Manfaat Secara Praktis
Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi

Masyarakat/ Individu yang berperkara di Pengadilan Agama atau Pengadilan-



pengadilan yang lain, khususnya bagi mereka yang masih belum memahami

mengenai beracara di Pengadilan Agama Trenggalek.

E. Definisi Oprasional
Putusan Verstek : lalah pemberian wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir

di persidangan pada tanggal yang ditentutkan.®

Surat tertulis yang berisi pemanggilan para pihak agar hadir
Relaas

dalam persidangan yang telah ditentukan.

Adalah orang yang diberikan amanat untuk memimpin sebuah
Kepala desa

desa, dalam hal ini ialah jabatan tertinggi dalam Pemerintah desa.

F. Sistematika Penulisan
Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan dapat
dipahami oleh Pembaca, maka dalam Peneliti mencoba memaparkan sistematika
penulisan dan pembahasanya yang terbagi dalam 5 (Lima) BAB, kelima BAB
tersebut diperinci sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi hal-hal yang paling
mendasar, artinya pendahuluan ini konteks dari penelitian itu sendiri yang meliputi

latar belakang masalah berisi gagasan awal dan permasalahan yang dikemukakan

® M Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, cet | (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 382.



mengenai masalah yang terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Lalu pokok
permasalah yang tadi dijadikan sebagai rumusan masalah dalam bentuk kalimat
tanya, dengan harapan Penelitian semuanya mengarah pada rumusan masalah
tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian, ini dengan maksud apa yang ingin dicapai
dalam melakukan penelitian secara jelas. ada manfaat penelitian yang dalam hal ini
membantu serta memotivasi dalam melakukan penelitian. kemudian ada definisi
oprasional yang memuat definisi-definisi kata yang terdapat dalam judul penelitian
yang kiranya masih abstrak jika dilihat oleh orang lain sehingga perlu untuk
mendefinisakannya dan yang terakhir terdapat sistematika pembahasan.

BAB Il berisi Penelitian terdahulu dan kajian Pustaka. Penelitian terdahulu
berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan baik sudah maupun yang
belum diterbitkan, dalam hal ini penelitian terdahulu mempunyai keterkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan agar bisa menemukan titik persamaan
dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan guna menghindari duplikasi
serta plagiasi. dalam Kajian pustaka berisi konsep atau teori untuk menunjang
permasalahan yang akan diteliti, yakni berisi sub bab tentang putusan verstek yang
didalamnya ada pengertian dan upaya hukumnya, kemudian pemanggilan yang dalam
hal ini berisi bagaimana prosedur yang terkandung dalam hukum acara perdata
mengenai pemanggilan para pihak dan yang terakhir mengenai tempat tinggal atau
domisili yakni dalam sub bab ini mengemukakan perihal wilayah yuridis dari tempat

tinggal atau domisili.
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BAB Ill Metode Penelitian. Ini sangat diperlukan dalam melakukan
penelitian ilmiah. Di dalamnya berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam
hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan data agar mempermudah dalam
melakukan penelitian, dengan harapan penelitian ini dapat berjalan secara sistematis
dan terarah agar memperoleh penelitian yang maksimal.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. bab ini berisi inti dari penelitian,
artinya bab ini akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil
kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek. Hasil ini nantinya akan
diujikan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya kemudian dianalisis
guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan atau jawaban
singkat atas rumusan masalah dan saran berupa solusi atau anjuran yang diperlukan

sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitan Terdahulu

Sebagai tolak ukur ingin menegetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka
sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan
di terbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah
penelitian terdahulu, yang mana terkait dengan penelitian ini baik secara teori
maupun konstribusi keilmuan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencegah
terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dan juga sebagai bukti adanya nilai

orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Judul penelitian ini, menurut peneliti mengandung sebuah tema dan sangat
menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan

terhadap kumpulan skripsi, memang tidak ditemukan satu pun yang pembahasanya

11
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sama dengan topik yang akan dibahas. Akan tetapi, ada beberapa judul

skipsi/penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh bebeda dengan

konsep yang akan dibahas. Di bawah ini adalah Judul-judul tersebut menurut peneliti:

Dimas Andila (050400072Y), PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN
TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NO.258/PDT.G/2005/PN.JAK-SEL, Program Studi
limu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2009.”

Penelitian di atas menerangkan mengenai kasus yang terjadi di
Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  dengan Nomor  perkara
No0.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel, dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan
bahwa relaas yang dalam nomor perkara itu tidak sah dan patut menurut Hukum
Acara Perdata karena pihak Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak merasa
menerima relaas yang diberikan oleh Majelis Hakim atau pihak pengadilan.

Dalam hal ini Tergugat 1 maupun 2 mengetahuinya setelah melihat dari
Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka. Pihak Pengadilan mengklaim bahwasanya
relaas tersebut dinyatakan sah dan patut, Juru Sita pun mengklarifikasi bahwa
surat tersebut sudah disampaikan di rumah Tergugat 1 maupun 2 akan tetapi

kebetulan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Bukannya relaas diserahkan

" Dimas Andila, PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN
VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.258/Pdt.g/2005/PN.Jak-Sel,
Skripsi (Ul, 2009)
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kepada Lurah jika pihak tidak ada namun Juru Sita tersebut menyampaikanya
pada pihak yang tidak berwenang.

Pada akhirnya Peneliti di atas mengemukakan bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa relaas tersebut sah dan
patut. Peneliti menyayangkan atas pendapat Majelis Hakim itu terkesan terburu-
buru, asas hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan
dijalankan dengan sederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi penerapan asas ini
jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.

Dalam penelitian tersebut letak persamaan dengan penelitian yang akan
dilakukan ialah mengenai objeknya, yakni membahas relaas yang berdampak
pada putusan verstek, namun ada beberapa perbedaan yakni mengenai kajian
yang dibahas lebih memfokuskan pada satu perkara di Pengadilan yang berbeda
dan di dalamnya tidak membahas upaya hukum dari tergugat.

2. Ahmad lhsan (26120071), TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA / JURUSITA
PENGGANTI KAITANNYA DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Studi di
Pengadilan Agama Tulungagung), Program Studi llmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya 2010.

Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai tugas-tugas dan fungsi
jurusita, dalam penjelasanya mengungkap tugas dan fungsi tersebut sangatlah

erat kaitanya dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dengan kata lain

8 Ahmad lhsan, TUGAS DAN FUNGSI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI KAITANNYA DENGAN
PUTUSAN VERSTEK (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), Skripsi (UWP Surabaya, 2010)
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penelitian di atas hanya menitikberatkan pada tugas dan fungsinya apakah sesuai
atau tidak.

Diantara tugas dan fungsinya adalah mengantarkan relaas pada para
pihak yang mana surat tersebut berdampak pada putusan hakim, oleh karena itu
hasil penelitian ini mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi tugasnya ialah
benar, ketika relaas itu disampaikan pada para pihak kemudian jika tidak ada
maka disampaikanlah kepada Kepala desa. Jika para pihak merasa keberatan
dengan relaas yang tak kunjung sampai maka upaya hukum yang dilakukan
adalah verzet, banding dan kasasi.

Penelitian terdahulu yang kedua ini mempunyai kesamaan dalam kajian,
yakni membahas menganai relaas yang kaitanya dengan putusan verstek. Namun
ada beberapa perbedaan, seperti Penelitian terdahulu ini dilakukan di Pengadilan
Agama yang berbeda serta lebih menitikberatkan pada objek Jurusita dalam hal
tugas dan fungsi Jurusita.

3. Muhammad Ais Setiawan (09210028), PERAN JURU SITA DALAM UPAYA
MENGHADIRKAN TERGUGAT KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN, Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik

Ibrahim Malang 2014.°

 Muhammad Ais Setiawan, Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian
Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, Skripsi (UIN Malang, 2014)
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Penelitian tersebut menjelaskan menganai peranan Juru Sita dalam
menghadirkan Tergugat untuk hadir dalam persidangan kasus persceraian, dalam
penelitianya mengemukakan bahwa dalam pemanggilan Tergugat, Juru Sita
memaksimalkan komunikasinya dengan cara tidak menyinggung masalah pribadi
agar tergugat merasa nyaman dan tidak takut untuk datang di Pengadilan, selain
itu Juru Sita juga menawarkan kepada Tergugat untuk membantu menjelaskan
maksud dari isi panggilan itu, jika dirasa Tergugat tidak faham mengenai
panggilan tersebut.

Hasil dari penelitian itu mengungkapkan bahwa disamping Juru Sita
menawarkan hal-hal tersebut diatas namun dari pihak tergugat sendiri yang
memang dengan beberapa alasan disengaja untuk tidak menghadiri persidangan
itu.

Penelitian ini mempunyai kesamaan diantaranya membahas mengenai
pemanggilan pihak Tergugat, namun ada beberapa perbedaan yang tidak ada
dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu hanya mebahas peranan jurusita,
folus pada kasus perceraian Tergugat serta penelitian dilakukan di Pengadilan
yang berbeda.

4. | Gusti Agung Gede Surya Darma Putra (13 101 21 088), PUTUSAN TANPA
HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA,

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar 2017.*

19| Gusti Agung Gede Surya Darma Putra, PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK)
DALAM PERKARA PERDATA, Skripsi (Universitas Warmadewa Denpasar, 2017)
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Penelitian di atas berisi mengenai kajian-kajian yang berkenaan dengan
putusan pengadilan, namun dalam penelitian ini membahas mengenai putusan
vang tidak dihadiri oleh Tergugat. Didalamnya tidak ada kajian secara khusus
mengenai perkara atau kasus yang menjadi pembahasan akan tetapi hanya
mengenai kajian atau teori mengenai beracara atau berperkara di Pengadilan
khususnya perkara perdata.

Secara umum dalam judulnya memang mempunyai kesamaan, yakni
sama-sama membahas mengenai putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat atau
yang disebut dengan putusan verstek. Namun yang membedakan di dalam
penelitian di atas ini, tidak membahas secara detail mengapa atau dengan sebab
apa alasan putusan itu muncul atau kenapa Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, tidak membahas tentang surat panggilan atau relaas,serta jenis
yang digunakan adalah jenis penelitian normatif.

Di bawah ini merupakan table dari kerangka persamaan dan perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas selanjutnya.

Tabel 2.1
No. NAMA JUDUL TAHUN | PERSAMAAN | PERBEDAAN
_ _ 2009 Membahas e Kajian yang
1. D|m_as P_emanggllan relaas yang dibahas dalam
Andila Pihak _ bedampak pada penelitian
Pengadilan putusan verstek lebih
Terkait Lahirnya memfokuskan
Putusan Verstek: pada satu
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Studi Kasus kasus
Putusan Tidak
Program Pengadilan membahas
Studi  llmu | Negeri upaya hukum
Hukum, No.258/Pdt.a/20 Studi
Fakultas 05/PN.Jak-Sel pengadilan
Hukum, yang berbeda
Universitas
Indonesia
Ahmad Ihsan | Tugas Dan 2010 Kajian yang Lebih
Fungsi Juru dibahas sama- menitikberatka
Sita/ Juru Sita sama n pada tugas
Program Pengganti membahas dan fungsi
Studi  llmu | Kaitannya mengenai Juru Sita
Hukum, Dengan Putusan relaas yang Objek  vyang
Fakultas Verstek (Studi di kaitanya dibahas adalah
Hukum, Pengadilan dengan dengan Juru Sita
Universitas Agama putusan verstek Studi
Wijaya Putra | Tulungagung) Pengadilan
Surabaya yang berbeda
2014 | Membahas Hanya peranan
Muhammad | Peran Juru Sita mengenai Juru Sita
Ais Setiawan | Dalam  Upaya pemanggilan Dokus  pada
Menghadirkan pihak Tergugat
Tergugat Kasus kasus
Perceraian  Di perceraian
Jurusan - Al- | pengadilan Studi
Atwal  Al-| Agama  Bangil Pengadilan
Syakhshiyya | Kabupaten ang berbeda
h,  Fakultas | pasuruan yand
Syariah,
Universitas
Islam Negeri
(UIN)
Maulana
Malik
Ibrahim

Malang

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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_ 2017 Membahas e Jenis
| Gusti PUTUSAN putusan verstek penilitianya
Agung Gede | TANPA normatif
Surya Darma | HADIRNYA o Tidak
Putra TERGUGAT menspesifikasi
(VERSTEK) kan pada
DALAM kasus
PERKARA i
Tidak
Fakultas PERDATA *
Hukum mfmbahas
Universitas e afasl secara
Warmadewa mendatam.
Denpasar
B. Kajian Pustaka
1. Putusan Verstek
1) Pengertian Putusan Verstek
Putusan Verstek, vyaitu putusan yang dijatuhkan karena

tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil

secara resmi,

sedangkan penggugat/pemohon hadir.

Verstek adalah

pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara

harus datang.™

Menurut Yahya Harahap pengertian putusan verstek, tidak pernah

terlepas kaitanya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas

! Retno wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan prakek,

cet XI (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.
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perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. *>

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa putusan verstek
adalah putusan yang oleh hakim dinyatak verstek dikarenakan Tergugat/
Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil secara
sah dan patut.

2) Upaya Hukum verstek

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,
bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi
kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk
diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan
dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya
hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan
dalam suatu putusan.*® Menurut sarwowno upaya hukum adalah suatu upaya
yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang
berperkara dipengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan

hakim®*

12 Harahap, Hukum Acara Perdata, 381-382.
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet VII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 234.
4 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, cet | (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 350.
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Namun dalam pembahasan Kkali ini lebih memfokuskan pada upaya
hukum putusan verstek, yaitu hak melawan putusan verstek diantaranya: *°

1) Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBqg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum
dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu
14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan
verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut
langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391
HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat
dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung).

2) Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri
dan pada waktu aan maning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya
sampai pada hari kedelapan sesudah aan maning (peringatan).

3) Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aan maning maka tenggang
waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan.
(Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal
207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap
verstek) berada dalam satu nomor perkara.

4) Perkara verzet sedapat mungkin dipegang olen Majelis Hakim yang

telah menjatuhkan putusan verstek.

' https://pa-purwodadi.go.id/informasi-masyarakat/hak-masyarakat/hak-perlawanan-atas-putusan-
verstek, diakses pada tanggal 03 Januari 2018


https://pa-purwodadi.go.id/informasi-masyarakat/hak-masyarakat/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek
https://pa-purwodadi.go.id/informasi-masyarakat/hak-masyarakat/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek

5)

6)

7)

8)
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Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek
harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara
keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat
Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg. dan SEMA No.9 Tahun
1964).

Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (Terlawan)
tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara contradictoire, akan
tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan
putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang
dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi
bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal
153 ayat (5) RBQ).

Apabila verzet diterima dan putusan verstek dibatalkan maka amar
putusannya berbunyi :

e Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.

e Membatalkan putusan verstek.

e Mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan pengugat.
Apabila verzet tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka
amar putusannya berbunyi:

e Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.

e Menguatkan putusan verstek tersebut.
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9) Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan
banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara verstek dan
verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama dan hanya ada satu nomor perkara.

2. Pemanggilan

Dalam pasal 121-122 HIR dan 145-146 R.Bg. diatur tentang penentuan
waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak. Setelah perkara masuk dan
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau
Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara itu, menetapkan hari dan
jam perkara itu akan diperiksa di muka persidangan. Dalam menetapkan hari dan
jam persidangan itu, harus memperhatikan kelayakan, artinya Ketua Majelis
harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara
dan tempat Pengadilan Agama itu bersidang. *°

Pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada
tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Sehubungan dengan itu, agar
proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat
bergantung kepada validitas (validity) atau sah tidaknya pemanggilan atau
pemberitahuan yang dilakukan oleh Juru Sita.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah;

menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak

16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet VI (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1996), 89-90.
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yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan

melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau

pengadilan. Menurut pasal 228 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi
melakukan panggilan adalah Juru Sita. Hanya panggilan yang dilakukan Juru Sita

yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan Juru Sita ini, berdasarkan pasal 121

ayat (1) HIR diperintahnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang

dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Pemanggilan atau panggilan (convocation, convocatie) dalam arti sering

diidentikan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang

ditentukan. akan tetapai, dalam hukum acara perdata, sebagaimna dijelaskan
pasal 338 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih
luas yaitu:*’

1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat

2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak atau salah satu pihak
apabila pada hari sidang yang lalu tidak hadir tanpa alasan yang sah atau
berdasarkan alasan yang sah;

3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak
berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan
saksi yang penting ke persidangan)

4) Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum

pemberitahuan atau aanzagging (notification), antara lain:

" Harahap, Hukum Acara Perdata, 213-214.
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- Pemberitahuan putusan PT dan MA

- Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding

- Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan

- Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon

kasasi

Dalam hal ini, kepada Seseorang disampaikan pesan atau informasi agar
dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan pengadilan. Dengan
demikian, oleh karena itu arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan,
segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan

hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.

Setelah melalui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi,
penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanutnya tindakan pemanggilan
pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan

(hearing) pada hari dan jam yang ditentukan.

Dibawah ini adalah tahap dalam pelaksanaan dan penerapan

pemanggilan, yaitu:

1) Majelis Memerintahkan Pemanggilan
Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua Pengadilan Agama,
majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti

pencantuman perintah Panitera atau Juru Sita untuk memanggil kedua belah
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pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir didepan sidang pengadilan

pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, berdasarkan pasal 121 ayat (1)

HIR, pemangailan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan

saksi-saksi mereka.

2) Yang Melaksanakan Pemanggilan

Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau

melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388, jo. Pasal 390

ayat (1) HIR, yaitu dilakukan oleh Juru Sita, sesuai dengan kewenangan

relatif yang dimilikinya.'®

3) Bentuk Panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi,
“Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawabh ini,
harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di
tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di
situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang
diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu pada
orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan
menurut hukum”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan:*°

a) Surat tertulis (in writing)

b) Lazim disebut surat panggilan atau relaas panggilan maupun berita

acara panggilan, dan

'8 Harahap, Hukum Acara Perdata, 219.
1% Harahap, Hukum Acara Perdata, 220.
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c) Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (oral), karena sulit
membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk
lisan tidak sah menurut hukum.

4) Isi Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat
Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) yang menjelaskan,
surat panggilan pertama berisi:*°

a) Nama yang dipanggil

b) Hari dan jam serta tempat sidang,

c) Membawagq saksi-saksi yang diperlukan,

d) Membawa segala surat-suratyang hendak digunakan, dan

e) Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan alternative. Sifat
kumulatifnya adalah imperative (memaksa) bukan fakultatif. Oleh karena
itu, salah satu saja lalai mencantumkannya, mengakibatkan surat panggilan

cacat hukum, dan dianggap tidak sah.

Akan tetapi, untuk menghindari proses peradilan yang terlampau
bercorak sempit dan kaku, jika salah satu diantaranya tidak tercantum, dapat
ditolelir, asalkan kelalaian itu tidak mengenai nama orang yang dipanggil
dan hari, serta tempat sidang. Kalau jamnya yang tidak disebut, masih bisa

ditolelir atas alasan, secara umum dan akal sehat, semua orang tahu jam

0 Harahap, Hukum Acara Perdata, 221.



27

persidangan pengadilan menurut kebiasaan berlangsung dari jam 09:00

sampai jam 14:00.

Agar panggilan memenuhi syarat formil, pasal 121 ayat (2) HIR

mewajibkan Juru Sita untuk:

a) Melampirkan surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan
b) Salinan tersebut, dianggap gugatan asli.
5) Cara Panggilan Yang Sah

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam
Pasal 122, 338 dan Pasal 390 HIR dan Pasal 146, Pasal R.Bg serta Pasal 26-
28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi
Hukum Islam. Dalam ketentuan Peranturan peruandang-undangan ini
dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara.*

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang
yang dipanggil diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai
berikut:?

a) Harus disampaikan ditempat tinggal atau empat domisili pilihan
tergugat (pasal 390 ayat (1))
b) Disampaikan kepda yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan

secara in person kepada tergugat atau keluarganya.

2! Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet IV (Jakarta:
Kencana, 2006), 136.
%2 Harahap, Hukum Acara Perdata, 221-223.
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c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan
keluarga tidak ditemui Juru Sita ditempat tinggal atau kediaman.
Menurut pasal 390 ayat (1) sendiri menjelaskan, apabila yang
bersangkutan atau keluarganyatidak ditemui oleh Juru Sita di tempat
tinggalnya maka:

e Panggilan harus disampaikan kepada kepala desa.

e Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah, agar
segera menyampaikan surat panggilan itu kepda yang bersangkutan.

e Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar
menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.

e Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara,
pengembalian penyampaian relaas ke pengadilan, dianggap
merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna

menghindari kerugian kepada pijak yang bersangkutan.

Tentang masalah kelalaian kepala desa menyampaikan panggilan
kepada pihak yang berkepentingan, akan tetapi peraturan perundang-
undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Oleh karena itu,
disampaikan atau tidak panggilan tersebut oleh Kepala desa atau Lurah
kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah
memenuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara

resmi dan patut. Seandainya Kepala desa atau Lurah betul-betul tidak
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menyampaikan panggilan tersebut karena kealapanya, ia tidak dapat
dipidana®®. Namun ada proposal yang termuat dalam Himpunan Materi
Rapat Kerja Teknis 1997, MA dengan para ketua Tingkat Banding yang
menegaskan, agar dalam pembaruan hukum acara perdata dicantumkan
ancaman kepada kepala desa yang sengaja atau lalai menyampaikan relaas

kepada pihak yang berkepentingan.

6) Jarak Waktu antara Pemanggilan dengan Hari Sidang

Pasal 122 HIR, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang.?*

a) Patokan Menentukan Jarak Waktu, Berdasarkan Faktor Jarak Antara
Tempat tinggal Tergugat dengan Gedung Tempat Sidang
Dilangsungkan.
e 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan

gedung PA (tempat sidang) tidak jauh.

e 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
e 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

b) Jarak Waktu Panggilan dalam Keadaan Mendesak. Menurut Pasal 122
HIR, adapun aturannya,yaitu:
e jarak waktunya dapat dipersingkat,
e batas mempersingkat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

c) Jarak Waktu Pemanggilan Orang yang Berada di Luar Negeri

% Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 137.
?* Harahap, Hukum Acara Perdata, 225.
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e Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar,

e Faktor yang perlu diperhatikan adalah jarak Negara tempat tinggal
tergugat dengan Indonesia pada satu segi serta jarak tempat tinggal
tergugat dengan Konsulat Jenderal RI, dan Faktor birokrasi yang
harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.

7) Otentikasi Surat Panggilan
Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang
harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah
sebagai surat atau relaas. Untuk itu harus memenuhi syarat sebagai
berikut:?
a) Ditandatangani oleh Juru Sita
Apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut
hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat Juru Sita.

Kepalasuan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan

putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan isi tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.

Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat

panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan

panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada
sifat otentikasinya, yang hanya berdasarkan pada tanda tangan Juru Sita

saja.

% Harahap, Hukum Acara Perdata, 227-228.
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b) Berisi Keterangan yang Ditulis Tangan Juru Sita yang Menjelaskan
Panggilan Telah Disampaikan Di Tempat Tinggal Yang Bersangkutan
Secara In Person Atau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.

untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan
dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut
membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi
kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang
dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dimasa lalu sebelum kebijakan ini
diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan
verstek yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah
dipanggil. %

3. Tempat Tinggal atau Domisili
1) Definisi Tempat Tinggal atau Domisili
Tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang
tinggal/ berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat
tinggal dapat berupa wilayah/ daerah dan dapat pula berupa rumah
kediaman/ kantor yang berada dalam wilayah/ daerah tertentu. Tempat

tinggal manusia pribadi biasa disebut tempat kediaman. Sedangkan tempat

%6 Harahap, Hukum Acara Perdata, 228.
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tinggal badan hukum biasa disebut tempat berkedudukan. Tempat tinggal
sering juga disebut alamat.”’

Menurut hukum tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggat
beberapa hal diantaranya:®
a. Di mana seorang harus menikah (Pasal 78 KUHPer)
b. Dimana seseorang harus dipanggil oleh Pengadilan (Pasal 1393

KUHPer)

c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (Pasal 207

KUHPer)

Demikianpun sama dengan badan hukum yang menjadi subjek
hukum, karena sebuah badan hukum juga mempunyai tempat tinggal namun
istilahnya menjadi kedudukan (zetel), maka kedudukan ini erat kaitanya

dengan hukum.

Hak dan Kewajiban

Tempat tinggal menentukan hak dan kewajiban seseorang menurut
hukum. Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum public dan
dapat pula dalam bidang hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam bidang

public, misalnya:

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya bakti,

1993), 35.

%8 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), 58.



33

a. Hak mengikuti pemilihan umum, hak suara hanya dapat diberikan di
TPS di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat.

b. Kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan janya dapat dipenuhi di
tempat di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat.

c. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor hanya dapat dipenuhi
di mana yang bersangkutan tinggal/ beralamat, karena kendaraan

bermotor didaftarkan mengikuti alamat pemiliknya.
Hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata, misalnya:

a. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, debitur
wajib membayar di tempat tinggal kreditur. Jadi, hak kreditur dipenuhi
di tempat tinggalnya (Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata)

b. Debitur wajib membayar wesel/ cek kepda pemegang (kreditur) di
tempat tinggal/ alamat debitur (Pasal 137 KUHD). Ini berarti kreditur
(pemegang wesel/ cek) harus dating ke kantor debitur (Bnak) untuk
memperoleh pembayaran. Debitur (Bank) hanya akan mebayar
dikantornya, bukan di tempat lain.

c. Debitur berhak menerima kredit dari kreditur (Bnak) di kantor kreditur
(Bank), demikian juga kewajiban membayar kredit dilakukan di kantor
kreditur (bank).?

3) Status Hukum

2 Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 35-36.
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Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya,
sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiba menurut hukum. Tempat
tinggal seorang istri ditentukan oleh permufakatan dengan suaminya.
Dengan demikian , hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang
di tentukan itu. Tempat tinggal anak dibawah umur ditentukan oleh tempat
tinggal orang tuanya. Dengan demikian tempat tinggal seorang anak
ditentukan oleh tempat tinggal orang tuaya itu. Perjanjia juga menentukan
tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dengan demikian hak dan kewajiban
mengikuti tempat tinggal/ alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian.*

4. Jenis Tempat Tinggal

Dilihat dari segi terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal itu
dapat digolongkan kedalam 2 (empat) jenis, yaitu:
a. Tempat tinggal yuridis
b. Tempat tinggal nyata
c. Tempat tinggal pilihan

d. Tempat tinggal ikutan (tergantung)

Tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum kelahiran,
perpindahan atau mutasi. Tempat tinggal yuridis dibuktikan oleh Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti-bukti lain. Jika peristiwa hukum itu

perbuatan hukum pembentukan badan hukum, maka tempat kedudukan

% Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 36.
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dibuktikan oleh akta pendirian (Anggaran Dasar). Tempat tinggal yuridis

adalah tempat tinggal utama.

Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum membuat
perjanjian, dan tempat itu dipilih oleh pihak pihak yang membuat perjanjian
itu. Tempat tinggal ini dibuktikan oleh akta otentik yang mereka buat di
muka Notaris. Misalnya dalam perjanjian ditentukan tempat yang dipilih

ialah Kantor Negeri Kelas 1 Tanjung Karang.

Tempat tinggal ikutan (tergantung) terjadi karena peristiwa hukum
keadaan status hukum seseorang, yang ditentukan oleh undang-undang,

misalnya:

a. Tempat tinggal Istri sama dengan tempat tinggal Suami (Pasal 32 UU
No. 1 Tahun 1974)

b. Tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal Orang tua (Pasal 47 UU
No. 1 Tahun 1974)

c. Tempat tinggal orang dibawah pengampuan mengikuti tempat tinggal

pengampuanya/ walinya (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974)

Pembuktianya melalui akta perkawinan, Kartu Keluarga/ KTP

orang tua, putusan Pengadilan tentang penunjukan wali pengampu.
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Kelangsungan tempat tinggal ikutan ini berhenti atau dapat dihentikan

apabila status hukum yang bersangkutan berubah.®!

5. Arti Penting Tempat Tinggal

Arti penting (relevansi) tempat tinggal bagi seseorang atau badan
hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban , penentuan status
hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, dan berurusan dengan
Pengadilan.

Tempat tinggal menentukan apakah seseorang itu terikat untuk
memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat
tinggal juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam keadaan
belum dewasa, apakah ia dalam keadaan tidak berwenang berbuat. Tempat
tinggal juga menentukan apabila sesorang berurusan/ berperkara di muka
Pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berwenang
menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi

tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 HIR).*

31 Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 36-37.
32 Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 38.
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METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian ke lapangan
adalah sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan
digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan
jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berdampak

kepada keseluruhan perjalanan penelitian.

Jika melihat dari judul penelitian ini yang mempunyai bahasan pokok
atau objek tertentu mengenai prilaku dari masyarakat yang berkenaan dengan
peraturan yang berlaku, maka Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis

37
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mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.*
Dalam hal ini objeknya di Pengadilan Agama Trenggalek. Sedangkan, jika
dilihat dari segi kedalaman analisisnya, serta dengan menggunakan beberapa
sumber dari hasil wawancara dan sumber-sumber yang lain, penelitian ini
termasuk jenis penelitian deskriptif. Dikarenakan jenis penelitian ini bukan
merupakan angket yang harus dijawab oleh orang-orang, akan tetepi dengan
mendeskripsikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberpa sumber
yang disebutkan pada bagian yang selanjutnya, oleh karena itu yang dimaksud
penelitian deskriptif menurut Abdulkadir Muhammd vyaitu penelitian yang
menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan

diteliti.>*

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana
permasalahan mengenai Putusan verstek di Pengadilan Agama Trenggalek,
melalui data-data yang digali dari pihak yang terlibat secara langsung dalam
penelitian ini yakni, Hakim, Jurusita Pengganti, serta Panitera Pengadilan Agama

Trenggalek.

Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif. Data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer

%3 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

155.

% Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, 155.
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maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan kedalam bentuk
kalimat. Pendekatan kualitatif adalah metode atau cara mengadakan penelitian,®®
kualitatif disini artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk
angka-angka (rumusan statistik) melainkan data tersebut berdasarkan naskah
wawancara, dokumen resmi dan lain-lain. Dikarenakan penelitilah yang menjadi

instrumen dalam penelitian kulitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan
lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian
kualitatif, karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan
sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
Dalam hal ini Peneliti memilih Pengadilan Agama Trenggalek yang terletak di
Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Desa Ngantru Kabupaten Trenggalek. Peneliti
memilih lokasi tersebut karena menurut informasi dari Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama trenggalek setiap tahunya hampir ada sekitar 55% putusan
verstek da nada sekitar 35% relaas yang disampaikan atau ditandatangani Kepala

Desa.

% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, (Bandung: CV Mandar maju, 2008), 123.
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D. Sumber data
Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek dimana data tersebut
diperoleh, sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa sumber yang
berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.*® Untuk penelitian ini sumber
data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.*’ Data
primer didapatkan melalui wawancara dan observasi dengan para nara
sumber secara langsung. Dalam hal ini sumber data primer yang Peneliti
Tuju tuju ialah pendapat Hakim dan Jurusita dan Panitera Pengadilan Agama
Trenggalek, Herzien Inlandsch Reglement, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura
b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian

orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan

% peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.
% Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 57.
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peneliti terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam
kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data
kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Trenggalek
seperti data yang diterima maupun yang diputus dari tahun 2015-20017, dan
juga berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum
perdata/ hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, penelitian
terdahulu yang sudah dijelaskan diatas serta buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data,
artinya adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengambil, merekam atau

menggali data®. diantaranya sebagai berikut:
1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Wawancara adalah proses tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya
dengan penjawab atau informan dengan menggunakan alat panduan

wawancara.* Sama halnya ketika kita sedang di jalan untuk menuju rumah

%8 Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.
% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka cipta, 2002),

186.



42

teman kita kemudian kita tidak mengetahui alamat yang dituju, lalu bertanya
dengan orang yang dianggap tahu mengenai alamat tersebut, dengan maksud

mengetahui alamat rumah teman kita yang dituju.

Tehnik wawancara yang digunakan oleh Peneliti ialah wawancara
terstruktur. Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan
yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian
sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak
informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah

tersedia sebelumnya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi
terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan
pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam

mengorek keterangan yang lebih jauh.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar
dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa
yang dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang
lebih juas dari informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara semi
terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan
pertanyaan baru dari adanya statement informan atau ada pertanyaan yang

tidak dapat dalam pedoman wawancara.
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Dalam, Hal ini yang diwawancara untuk menggali informasi
yang lebih dalam peneliti mewawancarai beberapa informan diantaranya

ialah:

a. Achmad Muarif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Agama Trenggalek,

b. Ahmad Romli, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Trenggalek

c. Mohammad Muchlis, S.H., M. Hes. Sebagai Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Trenggalek

d. Ana Susanti, S.Hi., M.Hi. Sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Trenggalek

e. Ahmad lksan, M.H. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Trenggalek

f. Dra. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek

g. Ahmad Turmudi, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek

h. Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Trenggalek

2) Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari
pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi
diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi.

Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan.
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Beberapa dokumentasi seperti  Putusan dalam perkara Nomor
986/Pdt.G/2015/PA.TL serta rekap data perkara putusan verstek Pengadilan

Agama Trenggalek sebagaimana yang terlampir.

F. Metode Analisis Data
Metode analisis data ini adalah merupakan cara untuk mengelola atau
menganalisis data yang telah diperoleh dalam rangka untuk menjelaskan dan
memahamkan sesuai jenis pendekatan yang digunakan secara sistematis, logis
dan teratur serta tidak tumpang tindih agar dapat diterima dan ditelaah dengan
baik. Peneliti menggunakan 5 (lima) metode untuk mengelolanya.
1) Editing (pemeriksaan data)

Sebelum diolah, data tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu.
artinya data yang sudah dikumpulkan baik berupa catatan atau rekaman
perlu dibaca dan diteliti lagi dengan harapan apabila terdapat hal-hal yang
dirasa masih meragukan dapat diperbaiki lagi.

Tujuan editing atau pemeriksaan data ini diantaranya adalah untuk
menyingkirkan kesalahan-kesalahan data-data yang telah terkumpul melalui
wawancara dilapangan.pada tahap ini peneliti membaca dan memeriksa
kembali hasil dari pengumpulan data tersebut untuk memastikan kesesuaian
dengan permasalahan yang diteliti. olehkarena itu apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, peneliti dapat

melengkapinya sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal.
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2) Coding data (Klasifikasi)
klarifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokan data yang
diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. kumpulan data yang didapat
setelah melalui proses pencarian data di lapangan dan proses Editing yakni
dengan memisahkan data mana yang dianggap penting/ relevan. Kemudian
data dikumpulkan dalam bentuk pengaturan Kklarifikasi-klarifikasi atau
sejenisnya.*’ Dengan kata lain, dalam tahap ini peneliti mengklarifikasi data
dari hasil wawancara berdasrkan pertanyaan dalam rumussan masalah, yang
nantinya perolehan data betul-betul memuat informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.
3) verivikasi atau pengecekan keabsahan data
Setelah melakukan Klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah
dan jenis penelitian yang kemudian disusun dan dihubungkan, lau dalam
tahap ini ialah validasi data dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh
dari hasil wawancara agar data tersebut benar-benar valid.
4) analisis data
dalam tahap ini, Peneliti melakukan analisis data dengan cara
menghubungkan data yang telah diperoleh terhadap masalah yang diteliti,
atinya yang dimaksud dengan analisis ini ialah menafsirkan data berdasarkan

pendekatan yang digunakan oleh Peneliti.

0 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.
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Berhubung pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif, maka data tersebut diuraikan secara rinci dalam hasil
dan pembahasan. Pada tahap ini pula Peneliti menggunakan studi
kepustakaan berupa referensi atau kajian pustaka untuk membaca dan
menganalisa data yang diperoleh serta data tersebut disesuaikan dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh hasil yang
lebih maksimal dan mudah untuk dipahami.

Kesimpulan

Setelah data tersebut diperiksa, diklasifikasi, diverivikasi dan

dianalisa, maka selanjutnya ditarik kesimpulan tentang hasil dari penelitian

yang nantinya sebagai jawaban dari rumusan masalah.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui permasalahan yang timbul dari relaas atau surat
panggilan yang sudah dipaparkan dalam bab pertama yang didalamnya berisi
landasan dasar dari penelitian, kemudian dalam bab yang kedua mencoba mencari
beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori sebagai dasar atau acuan
untuk melakukan pembahasan hasil dari penelitian dan dilanjut pada bab yang ketiga
dengan menentukan metode-metode yang akan digunakan oleh peneliti.

Untuk itu dalam bab ini peneliti akan mengemukakan profil, paparan data
perkara dari tahun 2015-2017 serta hasil dari penelitian berdasarkan data yang
diperoleh di lapangan yang berisi mengenai pertimbangan hakim dan upaya hukum
verstek baik yang masih dalam tenggang waktu 14 (Empat belas) hari maupun sudah

melewatinya. sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana pembahasanya kemudian
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dipadukan dengan beberapa teori diatas lalu dicari titik temu dari
permasalahan yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan.
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil Dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Terenggalek

Dalam melakukan sebuah riset atau penelitian, hal yang harus
diketahui pertama kali ialah lokasi dari penelitian tersebut. Dalam penelitian
ini, lokasi yang digunakan adalah Pengadilan Agama Trenggalek.

Mengenai sejarahnya, Pengadilan Agama Trenggalek ini berawal dari
berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan februari
1947. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang
Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan
Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Baru pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek
mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupalen Trenggalek
dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakirn sebagai Ketua Pengadilan Agama
Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan
Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap
dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.**

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini,

yaitu diatu r kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946,

! http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467,
diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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yang kemudian diubah/ditarnbah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama
No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954,
No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, Kini
mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No.
135 tahun 1967.
Kepemimpinan dalam Pengadilan Agama trenggalek dari tahun ke
tahun mengalami pergantian sebagai berikut:*?
a. K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 — 1925;
b. K. Ach, Moe’arif, mulai tahun 1927 — 1943;
c. K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 — 1948;
d. K. M. Oemar Mochtar,mulai tahun 1949 — 1958;
e. K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 — 1966;
f. K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 — 1980;
g. Drs. Abu Amar,mulai tahun 1980 — 1990;
h. Abd. Malik, mulai tahun 1990 — 1994;
i.  Drs. Hadi Muhtarom (PIt. Ketua), mulai tahun 1994 — 1996;
J. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 — 2000;
k. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 — 2001,
I.  Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 — 2004;

m. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;

*2 http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467,
diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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n. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 — 2012;
0. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 — 2014;
p. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai Tahun 2014 - 2015

g. Hj. Musri, S.H,. M.H., mulai tahun 2015 — sekarang. **

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan pengadilan yang
berkedudukan di Kabupaten Trenggalek tepatnya di jalan Dr. Sutomo Nomor
21 Desa Ngantru Kabupaten Trenggalek No.Telp (0355) 791427. Letak
geografis Pengadilan ini berada di 1110 42” Bujur Timur (BT), 080 0’ Lintang
Selatan (LS). Kabupaten Trenggalek memiliki wilayah seluas 1.205,22 Km2 ,
dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, Terbagi menjadi 14
Kecamatan dan 157 Desa. 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek meliputi:
Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Tugu, Kecamatan Karangan, Kecamatan
Pogalan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Suruh,
Kecamatan Kampak, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan
Dongko, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan
Panggul. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km. Letaknya
di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah dengan batas sebelah
utara Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung, sebelah timur kabupaten
Tulungagung, sebelah selatan Samudra Indonesia dan di sebelah barat terdapat

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Wilayah ini memiliki tinggi 110

*% http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467,
diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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m dari permukaan laut. Pengadilan agama ini berbentuk gedung permanen
dengan status gedung untuk negara (dahulu Departemen Agama dan sekarang
Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan luas 22 bangunan 700 m2

dengan sertifikat nomor dengan IMB nomor 88 tahun 2003.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Trenggalek mengalami

beberapa perubahan nama, diantaranya:**

a. Sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK;

b. Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;

c. Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA
ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN
AGAMA TRENGGALEK;

d. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga
sekarang DEPARTEMAN AGAMA RI PENGADILAN AGAMA

TRENGGALEK.

Mengenai visi, Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di
Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan
aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju Badan

Peradilan Indonesia yang Agung “.

* http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467,
diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang
modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum

dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-

misi sebagai berikut:

e

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredebel dan trasparan;

c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi
masyarakat;
d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut, harus menjunjung tinggi
nilai-nilai:*

a. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
b. Integritas dan kejujuran;

c. Akuntabilitas;

o

Responsibilitas;

e. Keterbukaan;

=h

Ketidak-berpihakan;

** http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=467,
diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.*®
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek yakni

sebagai berikut:

Ketua : Hj. Musri, M.H.
Wakil Ketua : Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.
Hakim

1) Drs. H. Yazid Al Fahri, S.H.
2) Dra. Sunarti, S.H.
3) Drs. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
4) Drs. Shobir, M.H.
5) Ahmad Turmudi, S.Ag.
Panitera : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H.
Sekretaris : Heri Fahrudin, S.H.
Panmud Permohonan : Hj. Rum Ichtiromah, S.H.
Panmud Gugatan : Siti Munawaroh, S.H.
Panmud Hukum : Achmad Romli, S.H.
Panitera Pengganti
1) Achmad Romli, S.H.
2) Hj. Rum Ichtiromah, S.H.

3) Siti Munawaroh, S.H.

*® http://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=123:visi-dan-
misi&catid=86&Itemid=468, diakses pada tanggal 26 Februari 2018
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4) Achmad Muarif Zen
5) Trie Endah Dahlia, S.H.
Kasub. Bagian Kepegawaian, Ortala : Ana Susanti, S.HI.

Kasubbag. Umum dan Keuangan : Muhammad Muchlis, S.H.

Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan ~ : Ahmad lksan, S.H., M.H

. Statistika Perkara Di Pengadilan Agama Trenggalek

Dalam hal perkara di Pengadilan Agama Trenggalek ada sekitar 2000
lebih perkara yang masuk dan perkara yang diputus. Diantara seluru perkara
yang menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama, ada beberapa perkara
yang mendominasi diantaranya adalah perkara perceraian. Dalam perkara
perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat, namun dari
seluruh perkara hanya perkara cerai gugat yang paling mendominasi, yakni

sekitar 50% dari perkara yang diterima maupun perkara yang diputus.

Ditahun 2015 ada sekitar 2127 perkara yang masuk di Pengadilan
Agama Trenggalek, yamg diantaranya ijin poligami sebanyak 5 Perkara, cerai
talak 560 perkara, cerai gugat 1188 perkara, harta bersama 5 perkara, perebutan
kekuasaan orang tua 3 perkara, perwalian 16 perkara, penunjukan orang lain
sebagai wali 18 perkara, asal usul anak 2, isbat nikah 12 dispensasi kawin 173,
wali adhol 11 perkara, lain-lain sebanyak 134 perkara, untuk itu total

keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2015 ialah 2127 perkara, dan
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perkara yang diputus ada sekitar 2032 perkara dengan 12 perkara yang ditolak,
7 tidak diterima, 18 gugur, 12 dicoret dari register, 75 dicabut dan 309 sisa
perkara pada akhir bulan Desember. Jadi, pada tahun 2015 ada 2156 perkara

yang diselesaikan.

Pada tahun 2016 ada sekitar 2300 perkara yang masuk atau diterima di
Pengadilan Agama Trenggalek, yamg diantaranya ijin poligami sebanyak 4
Perkara, cerai talak 586 perkara, cerai gugat 1227 perkara, harta bersama 3
perkara, perwalian 12 perkara, penunjukan orang lain sebagai wali 2 perkara,
asal usul anak 12, isbat nikah 12 dispensasi kawin 125, wali adhol 8 perkara,
lain-lain sebanyak 300 perkara, untuk itu total keseluruhan perkara yang
diterima pada tahun 2016 ialah 2300 perkara, dan perkara yang diputus ada
sekitar 2214 perkara dengan 5 perkara yang ditolak, 4 tidak diterima, 19 gugur,
8 dicoret dari register, 66 dicabut dan 293 sisa perkara pada akhir bulan

Desember. Jadi, pada tahun 2016 ada 2316 perkara yang telah diselesaikan.

Dalam tahun 2017 ada sekitar 2500 perkara yang masuk di Pengadilan
Agama Trenggalek, yamg diantaranya ijin poligami sebanyak 5 Perkara, cerai
talak 506 perkara, cerai gugat 1088 perkara, harta bersama 5 perkara, perebutan
kekuasaan orang tua 2 perkara, perwalian 20 perkara, penunjukan orang lain
sebagai wali 6 perkara, asal usul anak 11, isbat nikah 19, dispensasi kawin 94,
wali adhol 9 perkara, ekonomi syariah 1, kewarisan 1 dan lain-lain sebanyak

134 perkara, untuk itu total keseluruhan perkara yang diterima pada tahun 2017
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ialah 250 perkara, dan perkara yang diputus ada sekitar 2385 perkara dengan 16
perkara yang ditolak, 5 tidak diterima, 8 gugur, 13 dicoret dari register, 120
dicabut dan 246 sisa perkara pada akhir bulan Desember. Jadi, pada tahun 2017

ada 2547 perkara yang diselesaikan.

Namun dari tahun 2015-2017 rekapitulasi putusan verstek memang
tidak tercatat, hal ini dijelaskan ketika peneliti meminta data putusan verstek

kepada Panitera Muda Hukum Bapak Achmad Romli, S.H. beliau mengatakan:

“data mengenai putusan verstek tidak ada kalau keseluruhan, adanya
ya itu yang dilaporan tahunan, sebenarnya kalau mau, di meja Il itu
ada di buku register, cuma ya kalau mau nyari satu-sazsu "’

Dari situ mencoba mencari data yang pasti mengenai rekapitulasi
putusan verstek, namun ternyata buku register tersebut tidak seperti yang
diharapkan dengan mudah menghitung satu persatu yang pada akhirnya tidak

mudah untuk menemukan data yang pasti dari putusan verstek tersebut.

Karena tidak mudah, Peneliti mencoba mencari data dari Panitera muda
hukum yang dalam hal ini adalah penanggung jawab dari meja Ill dengan cara

memperkirakan data dari putusan verstek beliau mengatakan:

“kalau diperkirakan data putusan itu lebih banyak yang verstek tiap
tahunya, ya sekitar 55-60%-an "

*” Ahmad Romli, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
8 Ahmad Romli, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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dari hasil wawancara inilah Peneliti menemukan, ternyata perkara yang

putus setiap tahunya, ini ada sekitar 55-60% putusan yang dinyatakan verstek.

Oleh karena itu, kalau kita mengambil angka terkecil 55% dari seluruh
perkara yang diputus per-tahun, maka untuk tahun 2015 dikarenakan perkara
yang diputus sebanyak 2032 perkara, jika 55% dari 2032 adalah putusan yang
dinyatakan verstek, maka ada sekitar 1118 perkara yang dinyatakan verstek.
Untuk tahun 2016 ada sekitar 1218 perkara dan 2017 sekitar 1312 perkara yang
diputus verstek, itu kalau kita mengambil angka terkecil dari persen yang
dikatakan oleh Achmad Romli, S.H diatas. Namun hal itu hanya perkiraan dari
beliau saja, beliau mengatakan demikian karena tugas yang diemban adalah
penanggung jawab meja Ill yang kaitanya dengan putusan seperti minutasi,

penentuan tanggal untuk upaya banding dan lain-lain.

Dari seluruh perkara mulai tahun 2015 hingga 2017 yang diputus
verstek, itu Cuma ada satu perkara yang mengajukan upaya hukum luar biasa,
yakni dengan mengajukan perlawanan verzet vyaitu Nomor Perkara

986/Pdt.G/2015/PA.TL dan untuk selebihnya tidak ada.

Untuk relaas sendiri dikarenakan tidak ada rekapituiasi relaas yang
disampaikan kepada Kepala Desa di Pengadilan Agama Trenggalek maka data
relaas tersebut diambil dari hasil wawancara dengan Muhammad Iksan selaku

Jurusita Pengadilan Agama trenggalek, beliau memberi informasi:
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“ya kalau menurut saya ya sekitar 35%-an ""*°

Dari situ bisa Peneliti ambil bahwa relaas yang ada di Pengadilan
Agama Trenggalek memang cenderung sedikit, hanya saja data tersebut baru
perkiraan dari Muhammad lksan salah satu Jurusita Penggadilan Agama
Trenggalek. Yang jelas relaas yang disampaikan kepada Kepala Desa memang

ada di Pengadilan Agama Trenggalek tersebut.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Menetapkan

Putusan Verstek

Setelah kita mengetahui jumlah perkara diatas, selanjutnya dalam
bagian ini peneliti memberikan data dari hasil wawancara di lapangan serta d
ipadukan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan harapan bisa

memberikan bukti bahwa dalam pembahasan nanti tidak terjadi kerancuan.

Dari sekian banyak perkara yang diputus dari tahun 2015 hingga 2017
itu hanya ada satu perkara perlawanan verzet, yaitu Nomor
986/Pdt.G/2015/PA.TL. berhubung selama penelitian, Peneliti keterbatasan
informasi, maka peneliti menggali dari Achmad Romli S.H. selaku Panitra

muda hukum. Beliau mengatakan:

* Muhammad Iksan, Wawancara, (Trenggalek, 3 Juli 2018)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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“pihak pengadilan itu ngga boleh memberikan data apapun mengenai
nama maupun alamat yang ada di dalam perkara ™

Dari keterangan tersebut akhirnya peneliti membahas sesuai dengan
apa yang diperoleh atas dasar wawancara serta beberapa bukti seperti putusan
serta panitera yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurut informasi dari

Achmad Romli, S.H. beliau mengatakan:

“lya, waktu itu termohon ngomongnya ga tahu masalah sidangnya,
kok tiba-tiba langsung putusan gitu, ya udah dia langsung ngomong ke
saya gimana ini?, saya bilang, bapak ya harus ngajukan verzet,
akhirnya ya udah dia ngajukan verzet”

Dari informasi ini, peneliti mencoba mengkaji apakah betul pihak
Tergugat tersebut tidak mengetahui adanya persidangan sehingga Tergugat

tidak menerima Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek.

Jika kita melihat dari isi putusanya yang di dalamnya terdapat pokok

perkara, Tergugat pada pokoknya berbunyi:

1. Bahwa Pemanggilan untuk sidang yang pertama telah dilakukan oleh
Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut;

2. Bahwa pada sidang pertama Pelawan (sebagai termohon) tidak bisa hadir
dipersidangan karena ada keperluan kantor;

3. Bahwa pemanggilan untuk sidang kedua telah dilakukan oleh Jurusita

Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut;

%0 Ahmad Romli, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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4. Bahwa pada sidang kedua di Pengadilan Agama Trenggalek Pelawan
(sebagai Termohon) hadir pada pukul 12:00 WIB dan putusan sudah turun
karena {e;awan terlambat hadir di persidangan (tanpa ada konfirmasi dulu

dari Pelawan/ sebagai Termohon);

Jika kita perhatikan dengan seksama, untuk persidangan yang
kedudukannya sebagai Termohon, Pelawan Verzet dirinya tidak menghadiri
persidangan sama sekali dengan beberapa alasan yang sudah tertera diatas.
Berbicara mengenai ketidaktahuan dari Pelawan verzet (sebagai Termohon)
berarti surat panggilan atau relaas yang disampaikan kepadanya disampaikan
melalui Kepala desa, hal ini dibenarkan ketika surat panggilan atau relaas
ditandatangani oleh Kepala desa. Entah bagaimana praktek Kepala desa
menyampaikan kepada Termohon ini dikembalikan kepada Kepala Desa

tersebut.

Namun sayangnya keterbatasan informasi yang didapat oleh peneliti
membuat bukti dari relaas tersebut tak bisa ditampilkan, karena pihak
Pengadilan berdalih bahwa dirinya tidak boleh membocorkan nama maupun
alamat yang terdapat didalam perkara, akhirnya peneliti terfokus kepada pihak
Pengadilan yang tahu maupun yang pernah menangani perkara tersebut untuk

menggali informasi yang lebih dalam.
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Putusan verstek itu lalah pemberian wewenang kepada Hakim untuk
memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir
di persidangan pada tanggal yang ditentutkan.®* Verstek dalam arti Termohon
tidak menghadiri persidangan, pada hal sudah dipanggil secara sah dan patut
oleh Pengadilan dengan memperhatikan tenggang waktu menurut ketentuan
yang berlaku. Putusan verstek dapat dijatunkan apabila telah dipenuhi syarat —

Syarat yaitu :

1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain
serta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu
alasan yang sah.

3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan / eksepsi mengenai kewenangannya.

4) Penggugat hadir dipersidangan.

5) Penggugat mohon keputusan

Dengan seperti itu proses pemanggilanpun dianggap sebagai hal yang
sangat penting dan signifikan dalam berperkara, ketika terjadi cacat dalam
pemanggilan maka cacat pula hukum yang diputus oleh majelis hakim. Kalau
kita melihat undang-undang yang berlaku mengenai pemanggilan, maka kita

akan mengetahui bagai mana prosedur yang sebenarnya seperti yang ada dalam

*1 M Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, cet | (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 382.
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kajian teori dalam bab sebelumnya. ada beberapa undang-undang yang

mengaturnya, diantaranya:

Pasal 390 ayat (1-2) HIR

1)

2)

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus
disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat
diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan
orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib
dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang
itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.

Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru
sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu
tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek
di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia;
kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di
atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur
Asing, maka suratjuru sita itu diberitahukan dengan surat
tercatat kepada balai harta peninggalan. 2

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

1)

2)

3)

Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan
perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi
Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.
Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan
disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

52 Herzien Inlandsch Reglement

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1 ) dilakukan dan
disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat
maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari sebelum sidang dibuka.

5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat
gugatan.’

Dalam kedua pasal tersebut kita dapat memahami bersama bahwa
dalam prosedur mengantarkan relaas atau surat panggilan yang dilakukan oleh
jurusita kepada para pihak baik Penggugat maupun tergugat, itu harus
disampaikan kepada yang bersangkutan langsung di tempatnya (alamatnya)
jika tidak ada maka disampaikan melalui Kepala Desa atau lurah serta bisa juga
disampaikan melalui wakil atau orang yang dipersamakan dengan Kepala

Desa.

Dalam ketentuan padal di atas, pasal 390 ayat (1-2) HIR menyebutkan
“kepada kepala desanya atau beknya” sedangkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “disampaikan melalui Lurah
atau yang dipersamakan dengan itu.” menandakan bahwa ketika Kepala Desa
tidak ada, maka dapat diwakilkan oleh beknya, dalam hal ini dapat diwakilkan
olenh sekertaris desa ataupun pejabat desa yang lain.untuk menyampaikan

relaas atau surat panggilan kepada para pihak.

5% Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050
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Kedua pasal tersebut sama-sama tidak menyebutkan jika yang
bersangkutan tidak ada di tempat maka disampaikan kepada saudara, sanak
family, tetangoa atau orang vang terdekat, namun di dalamnya hanya
menyebutkan hanya 2 orang yang berwenang untuk menerima relaas atau surat
panggilan, yakni pihak yang bersangkutan dan Kepala Desa atau Lurah. Yang
artinya, orang yang bertanggung jawab atas relaas atau surat panggilan ketika
para pihak atau Tergugat tidak ada adalah Kepala Desa. Untuk itu kedudukan

kepala desa dalam pemanggilan sangan signifikan dalam persidangan.

Sayangnya, dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek
menurut beberapa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama trenggalek mayoritas
Kepala desa di kabupaten trenggalek memang enggan untuk menyampaikan
relaas atau surat panggilan, seperti yang dikatakan juga Mohammad muchlis,

S.H., M.Hes:
“Memang mayoritas, mayoritas o4

Jikalau boleh dikatakan, mereka menganggap dirinya adalah pesuruh
Pengadilan, pada hal amanat undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa
Kepala Desa-lan yang berhak dan berwenang untuk menyampaikan relaas atau

surat panggilan kepada yang bersangkutan, apabila bersangkutan tidak ada.

> Mohammad Muchlis, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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Seiring berjalanya amanat undang-undnag mengenai pemanggilan
yang berhak menerima relaas atau surat panggilan selain para pihak yang
bersangkutan adalah Kepala Desa, namun penerapan tersebut dinilai tidak
imperatif, artinya seiring dengan adanya kedua pasal di atas tidak diimbangi
dengan adanya sanksi, sehingga dapat membuat cela untuk para Kepala Desa
tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dan memang secara

struktural, Kepala Desa tidak ada kaitanya dengan Pengadilan.

Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya
dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya,
apabila Tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim
berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau apabila pada sidang
pertama tidak hadir kemudian sidang dimundurkan dan Tergugat dipanggil
menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan
putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir lagi tanpa alasan yang jelas.
Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan Tergugat, karena
tanpa hadir dan juga tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi,
kerugian itu wajar ditimpakan kepada Tergugat, disebabkan sikap dan

perbuatannya yang tidak mentaati tata tertib beracara.>

Lagi pula dalam rangka menghindari relaas atau surat panggilan yang

tidak sampai kepada para pihak, Pengadilan Agama Trenggalek membuat

> Harahap, Hukum Acara Perdata, 383.
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trobosan agar relaas atau surat panggilan itu benar benar sampai, sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh Mohammad muchlis, S.H., M.Hes. salah satu Jurusita

Pengadilan Agama trenggalek. Beliau mengatakan:

“kalau saya begini, gimana ya praktek dan teori itu beda le, intinya
begini loh, kita mengundang iya toh kita mengundang orang ya kan
intinya begini kalau saya secara pribadi, saya buat tiga relaas yang
satu saya taroh dirumah kita lihat rumahnya, ada orang atau tidak
ada orangnya. kalau ada kan faham kan. kalau tidak ada saya taruh
dirumah plek, atau saya kasih ke tetangganya plek yang dua saya
bawa, minta tanda tangan kepala desa. Ini kalau saya. intinya apa,
undangan itu nyampe. -

Jadi Jurusita Pengadilan Agama trenggalek dalam pemanggilan memang
berupaya agar relaas atau surat panggilan benar-benar sampai kepada para pihak.
Harusnya memang tidak ada alasan bagi para pihak tidak mengetahui adanya
relaas atau surat panggilan. Sehingga jika tidak hadir itu memang betul-betul
karena dirinya sendiri yang tidak ingin menghadiri persidangan. Ditambah lagi
menurut pengakuan Muhammad lksan, M,H. selaku Jurusita pengganti
Pengadilan Agma trenggalek menerangkan:

“Sebenarnya gini jib. Di daerah sana itu (kecamatan Watulimo
kabupaten Trenggalek) banyak yang ga faham masalah persidangan
dipengadilan, jadi anggepanya kalau dia ga datang itu ga jadi cerai,
ternyata salah, meskipun dia ga dateng pun itu kan persidangan tetap

berjalan, yang penting aku sudah menyampaikan dengan benar sesuai
prosedur. Itu yang jadi masalah jib >’

Begitu juga dalam  menetapkan putusan, Hakim tentu

mempertimbangkan dengan matang dalil-dalil yang digunakan untuk memutus

% Mohammad Muchlis, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
" Muhammad iksan, Wawancara, (Trenggalek 22 februari 2018)
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perkara. Meskipun pada prakteknya perkara tersebut pihak Tergugat tidak
mengetahui adanya panggilan dari Pengadilan, akan tetapi pihak pengadilan
sendiri sudah menjalankan sesuai prosedur yang ada seperti yang tertera dalam
pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Berikut adalah penjelasan dari Dra.

Sunarti, S.H., M.H. selaku hakim di pengadilan Agama trenggalek:

"verstek itu kan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. lah
itu harus dilalui memang harus berdasarkan relaas yang benar. dalam
undang-undang kan relaas itu harus disampaikan ke alamat tergugat
secara langsung. prosedurnya, kalau sudah di sampaikan kepada
tergugat dialamat tersebut dan tidak bertemu, memang relaas itu
disampaikan kepala desa, unruk diteruskan atau disampaikan kepada
pihak. selama itu sudah betul prosedurnya disampaikan ke desa
ditandatangani distempel, perkara itu nanti disampaikan oleh kepala
desa atau tidak kepada yang bersangkutan itu bukan urusan
Pengadilan. jadi yang penting relaas itu sudah sampai kemajlis itu
sudah relaas yang benar, sah atau resmi, patut. resmi itu kan
disampaikan pejabat, patut itu tenggang waktunya juga sudah ada.
kalau umpama nanti disuatu saat gitu ya, T kemudian tahu kan sudah
diputus, otomatis disampaikan putusanya ya, disampaikan kepada T, T
merasa oh ini kok tidak saya nggak diberi tahu oleh pihak Desa
caranya gimana untuk supaya dia tidak dirugikan harus mengajukan
verzet. verzet itupun waktunya juga ada tenggang waktunya setelah
disampaikan empat belas hari gitu ya."

Dari penjelasan hakim di atas pada intinya adalah sama ketika Peneliti
mewawancarai Hakim yang lain, seperti Drs. H. Shobirin, M.H. beliau
mengatakan:

“ ya intinya itu sama mas, kita sesuai yang ada di prosedur. Ketika

relaas itu disampaikan kepada tergugat kemudian tergugat tersebut
tidak ada ditempat ya kita sampaikan kepada kepala desa. 59

%8 Sunarti, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
% Shobirin, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Ahmad Turmudi, S.Ag. salah

satu Hakim Pengadilan Agama trenggalek, beliau mengatakan:

“prosedur ya harus sesuai mas, kalau prosedurnya begitu ya sudah,
kalau saya sendiri jika relaas itu sudah sah dan patut menurut hukum
ya udah, gak ada kewajiban untuk melihat langsung apakah relaas itu
disampaikan atau tidak. 60

Dari semua penjelasan ketiga Hakim di atas kita dapat memahami
bahwa untuk masuk pada ranah teknis sudah ada bagianya tersendiri, Hakim
hanya memutus sesuai dengan apa yang ada seperti halnya relaas, ketika relaas
tersebut sudah di sampaikan baim kepada tergugat secara langsung maupun
melalui Kepala Desa, ketika relaas itu sah dan patut Hakim hanya melihat itu
secara leterlek, tidak mengkroscek dengan betul apakah relaas itu benar-benar
disampaikan atau tidak. Sebab menurut pengakuan dari Jurusita Pengadilan
Agama trenggalek mengenai relaas surat panggilan sebenarnya tidak ada alasan
bagi pihak tergugat untuk tidak mengetahui adanya panggilan untuk

mengetahui jadwal persidangan yang akan Tergugat hadiri.

Oleh karena itu, setidaknya ada 3 alasan yang Peneliti temukan untuk

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus verstek yaitu:

1) Tergugat tidak hadir di persidangan,
2) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

3) Tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah

% Ahmad turmudi, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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Polemik mengenai pemanggilan ini memang sering terjadi, apalagi
ketika pasangan rumah tangga yang dilanda masalah dan ingin mengakhirniya
di Pengadilan (bercerai), jika salah satu dari mereka ingin mengajukan gugatan
ini ingin cepat selesai, tidak peduli apakah Tergugat tahu atau tidak yang jelas
Penggugat ingin cepat bercerai. Namun persoalan persidangan bukan hanya
berhenti pada pengajuan Gugatan kemudian bersidang tanpa memperdulikan
tergugat hadir atau tidak, tapi pada kenyataanya dalam mengurus sengketa
perceraian ini terdapat prosedur pemanggilan yang harus dilalui ketika beracara

di Pengadilan agar tahu bahwa Tergugat sedang dalam perkara di Pengadilan.

Dalam pemanggilan pun tidak hanya mengandalkan prosedur yang
ada, seperti memberikan relaas kepada tergugat dialamatnya, ketika di
rumahnya tidak ada maka disampaikan kepada Kepala desa untuk disampaikan
kepada tergugat secara langsung, namun persoalanya mayoritas Kepala Desa

enggan untuk menyampaikan.

Jika yang terjadi seperti ini memang harusnya dari Pengadilan
memberikan solusi ketika menyampaikan relaas kepada Tergugat atau orang
yang berperkara di pengadilan agar benar-benar sampai. Sperti yang dilakukan
oleh Jurusita Pengadilan Agama trenggalek, untuk mengantisipasi terjadinya
panggilan yang tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka Jurusita
membawa 3 (tiga) rangkap relaas pada saat pemanggilan., tujuanya adalah

rangkap yang pertama disampaikan ke alamatnya. Baik yang Tergugat ada
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maupun tidak ada, jika tidak ada maka relaas tersebut tetap disampaikan akan
tetapi melalui saudara atau tetangga yang sekiranya dipercaya untuk
menyampaikannya. Kemudian Jurusita menghampiri Kantor Kepala desa untuk
dimintakan tanda tangan di relaas atau surat panggilan tersebut dengan maksud
bahwa relaas atau surat panggilan itu sudah sampai atau patut untuk menjadi

bukti autentik di persidangan.

Atas dasar prosedur pemanggilan, Hakim berkesimpulan bahwa
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak hadir
dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah dan dengan
mempertimbangkan bukti — bukti materiil berupa saksi dan bukti tertulis yang
diajukan oleh pihak berperkara, maka suatu perkara dapat diputus dengan

verstek.

. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,
bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran
dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa
kembali, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat

diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum,
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yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu
putusan.®

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang
kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan
perlawanan terhadap keputusan hakim.®? Biasanya dalam peralawanan tersebut
salah satu pihak merasa dirugikan karena kemungkinan dapat disebabkan atas
ketidak hadiran atau ada bukti yang lain sehingga perlu untuk mengajukan
perlawanan, akan tetapi dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh undang-
undang yakni 14 (empat belas) hari dihitung saat putusan itu dijatuhkan.

Ada bermacam-macam upaya hukum yang salah satunya upaya
hukum verzet yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Upaya hukum
verzet terjadi karena adanya putusan verstek yaitu Tergugat / Termohon telah
dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan dan juga tidak
mengirimkan kuasa / wakilnya yang sah.

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk
mendorong para pihak menaati tata tertib Dberacara, sehingga proses
pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.
Sekiranya undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan
perkara, mesti dihadiri para pihak , ketentuan yang demikian tentunya dapat

dimanfaatkan tergugat dengan beriktikad buruk untuk menggagalkan

%1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet VII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 234.
82 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, cet | (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 350.
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penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak
menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian
perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila
keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau
tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan
verstek. Penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran
tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah
(unreasonable default), dapat diancam dengan menjatuhkan putusan tanpa hadir
(verstek). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif namun pelembagaanya
dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara.

Putusan verstek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum
menilai secara materiil kebenaran dalil — dalil gugatan, artinya Hakim dapat
memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Tergugat,
setelah Tergugat / Termohon dipanggil secara sah dan patut, namun demikian
Penggugat / Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya. Apabila gugatan
itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa
mengabulkan gugatan Penggugat. Sedang mengenai dalil — dalil gugatan, oleh
karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan,

kecuali dalam hal perkara perceraian. Jika kita melihat dari masa putusan

% M. Yahya harahap, HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, cetakan ke — 16, (Sinar Grafika; Jakarta, 2016), 383.
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verstek menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam arti sedang
dalam kurun waktu 14 (empat belas) maupun yang lewat dalam kurun waktu
tersebut, Peneliti membaginya kedalam 2 upaya hukum yang dapat diajukan
oleh para pihak untuk melawan putusan verstek, yakni:

a. Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari

Terhadap putusan verstek ini, maka Tergugat dapat mengajukan perlawanan

hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 129 ayat (1-2) HIR yang berbunyi:

1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak
menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.

2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu
sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas
hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu
diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka
perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah
teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap
sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah
dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83.) *

Berdasarkan ketentuan tersbut, upaya hukum yang dapat diajukan
terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet, biasa disebut verzet
tegen verstek atau perlwanan terhadap putusan verstek. Jadi, apabila Tergugat
dijatunkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat

mengajukan perlawanan (verzet), bukan upaya banding. Oleh karena itu

permohonan formil terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat

% Herziene Indonesisch Reglement
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diterima.”® Dengan kata lain, tergugat yang dijatuhkan putusan verstek,dirinya
tidak bisa mengajukan upaya banding akan tetapi upaya hukum yang dapat
ditempuh adalah perlawanan atau verzet.

Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung
arti tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan
perlwanan terhadap putusan verstek, tujuannya agar terhadap putusan itu
dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses
pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan
sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Cara mengajukan upaya hukum verzet menurut hasil wawancara
Muhammad Iksan, M.H. adalah:

“cara mengajukan verzet, setelah ada pemberitahuan dari

Pengadilan, kemudian dia datang (ke Pengadilan Agma Trenggalek)

sebelum 14 (Empat belas) hari, berkekuatan hukum tetap, dia datang

ke kantor Pengadilan untuk mengajukan perkara verzet dengan biaya

Zer;?,i’gé lya jadi nomernya tetap, tetapi dia bayar biaya perkara yang

Dcéri wawancara tersebut kita dapat memahami bahwa pengajuan
verzet hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
Artinya setelah adanya pemberitahuan putusan, kemudian datang ke Pengadilan
Agama Trenggalek masih dalam tenggang waktu tersbut untuk mengajukan

upaya verzet dengan biaya sendiri seperti mengajukan gugatan, nomernya

sama, acara pemeriksaanya pun sama. Dengan kata lain upaya hukum verzet ini

% Harahap, HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
Dan Putusan Pengadilan, 400.
% Muhammad Iksan, Wawancara, (Trenggalek, 2 Juni 2018)
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sama halnya dengan memulai kembali perkara yang sudah diputus oleh majelis
hakim atas dasar ketidakhadiran Tergugat.

Menurut Yahya Harahap Tengogang waktu mengajukan perlawanan
verzet, merupakan syarat formil yang bersifat imperatif. Apabila tenggang
waktu yang ditentukan undang-undang dilampaui, perlawanan menjadi cacat
formil, sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima. Akibat lebih
lanjut dari kelalaian semacam itu ialah:

a) Putusan verstek menjadi berkekuatan hukum tetap dan tergugat dianggap
menerima putusan, serta

b) Tertutup hak untuk mengajukan banding dan kasasi.

Oleh karena itu perlu diperhatikan dengan cermat batas waktu tersebut,
supaya Tergugat tidak kehilangan hak dan kesempatan meminta koreksi
terhadap putusan. gugurnya hak tergugat mengajukan verzet, dengan sendirinya
menutup kemungkinan baginya mengajukan banding dan kasasi. Sebaliknya,
apabila haknya mengajukan verzet dilakukan sebagaimana mestinya, dengan
sendirinya hak untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan verzet
masih terbuka baginya. ®’jadi, jika masih dalam tenggang waktu 14 (e,pat belas)
hari setelah pemberitahuan putusan verztek dan ingin mengajukan upaya

hukum, maka yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan upaya hukum

%7 Harahap, HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
Dan Putusan Pengadilan, 402-403.
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perlawanan ata verzet dengan nomer perrkara dan acara pemeriksaaan yang

sama, namun biaya sendiri.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Verzet Terlewati

Namun demikian masih ada kemungkinan upaya hukum lain, apabila
tenggang waktu pengajuan verzet / perlawanan telah terlewati yang secara
otomatis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu
bagaimana upaya hukum ketika suatu putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap?

Jika melihat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah agung dalam Pasal 67 yang berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut:

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak
dapat ditemukan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
dari pada yang dituntut;

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang
sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau
sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu
dengan yang lain;

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.®

%8 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316
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Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan dari Hasil dari
wawacara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek,
Achmad Romli, S.H. menyampaikan bahwa:

“kalau tenggang waktu pengajuan verzet terlewati ya mau ga mau
harus PK (Peninjauan Kembali)”. e

Peninjauan Kembali atau Request civiel adalah peninjauan kembali
putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim,
sehingga apabila hal-hal tersebut diketahuinya maka putusan Hakim akan
menjadi lain. Diatur dalam Undang — Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon kepada
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara
dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
Menurut Muhammad lksan, M.H. melalu wawancara, beliau mengatakan:

“Prosedurnya ya melakukan pendaftaran, pengajuan memori

Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan tingkat pertama ( Pengadilan

Agama Trenggalek) setelah itu didaftarkan untuk PK atas perkara ini.

Dia ngisi blanko disini harus ada alasannya juga, alasanya nyapo

ngono loh. Jadi sebelum dikirim, berkasnya mau di periksa kembali

kan gitu, baru dikirm (Mahkamah Agung). Nanti tinggal nunggu
hasilnya aja, diterima atau ditolak, kalau di tolak ya berarti membuka
kembali perkaranya”™

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan atau menolak

permohonan Peninjauan Kembali maka kemudian Mahkamah Agung

% Ahmad Romli, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
" Muhammad Iksan, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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mengirimkan salinan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali kepada

Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Dan kepada

Panitera Pengadilan Agama tersebut dengan segera menyampaikan salinan

putusan itu kepada Pemohon dan pihak lawan selambat-sambatnya dalam

waktu 30 hari setelah diterimanya salinan putusan tersebut, maka dengan
sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara
yang telah diputus dalam tingkat pertama, banding dan kasasi adalah karena
beberapa pertimbangan antara lain:

1) Meskipun perkara telah diperiksa dalam tingkat pertama, banding, dan
kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikhawatirkan ada
kekeliruan dalam pemeriksaanya sebab sifat manusia walaupun ia sebagai
hakim tidak luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan.

2) Biasa terjadi pada saat perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak
sehat seperti kebohongan dan tipu muslihat sehingga timbul ketidakadilan
pada salah satu pihak yang berperkara

3) Tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan

masyarakat sehingga lebih layak diberikan kesempatan yang luar biasa
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kepada pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan peninjauan kembali

terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetap. ™*

Rumusan masalah yang kedua ini membahas mengenai masalah upaya
hukum apabila pihak yang berperkara mengetahui putusan setelah berkekuatan
hukum tetap dan dan tidak menerima terhadap putusan tersebut dengan alasan
dia tidak menerima relaas atau surat panggilan dari Pengadilan. yang berarti
bahwa relaas atau surat panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala desa
atau pemerintahan desa setempat dan pihak Tergugat merasa tidak

menerimanya kemudian hendak mengajukan perlawanan.

Dalam nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL. memang tidak
mengetahui relaas atau surat panggilan yang dari pengadilan. Akan tetapi
Tergugat mengetahui putusan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan
verzet yakni masih dalam jangka waktu 14 hari. Hal ini didasarkan atas
informasi dari Achmad Romli, S.H. selaku Panitera dalam persidangan nomor

perkara tersebut, beliau menjelaskan:

“iya, waktu itu termohon ngomongnya ga tahu masalah sidangnya,
kok tiba-tiba langsung putusan gitu, ya udah dia langsung ngomong ke
saya gimana ini?, saya bilang, bapak ya harus ngajukan verzet,
akhirnya ya udah dia ngajukan verzet”

" Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia; Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama, 198-

199.

72 Ahmad romli, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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Jika kita kaitkan dengan pemanggilan, alasan tidak tahu dari Tergugat
tersebut adalah tidak dapat diterima, dikarenakan relaas sudah disampaikan
kepada yang bersangkutan. Jika bersangkutan tidak ada maka di sampaikan
kepada Kepala Desa untuk disampaikan langsung kepada Tergugat. Menurut
informasi jurusita yang ditugaskan untuk mengirim relaas kepada Tergugat
nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL bernama Muhammad Iksan, M.H.

mengatakan:

“Iya jib waktu itu saya yang ngantarkan, pas nyampe dirumabh,

orangnya ga ada. akhirnya saya kasih salinan untuk ditinngal di

rumah agar nanti ketika yang Tergugat datang tahu bahwa ada surat

panggilan dari Pengadilan, ya udah habis itu saya ke Desa buat minta
tanda tangan””’

Oleh karena keterbatasan informasi yang Peneliti ambil, maka data
yang kami peroleh berdasarkan wawancara semata, seperti Achmad Muarif zen,
S.H. selaku Panitera pengganti dalam nomor perkara 986/Pdt.G/2015/PA.TL.
beliau mengatakan:

“Waktu itu memang ga ada pemberitahuan apa-apa, terus pas hadirin

sidang putusan, ternyata orangnya telat. Akhirnya dia ngamuk terus

ngomong sama pak romli nanya, gimana supaya bisa balikan lagi. Pak

romli bilang ya bapak harus ngajukan verzet. o

Jika kaitanya dengan pembahasan dalam penelitian ini Tergugat tersebut
masuk dalam kategori beruntung karena Tergugat mengetahui perkara gugatan
cerai istrinya pada saat pembacaan putusan akan tetapi tergugat datang terlambat

ketika putusan sudah dibacakan di persidangan. Mengkalim dirinya mersa tidak

tahu menahu tentang gugatan istrinya, pada hal sudah melayangkan relaas atau

* Muhammad Iksan, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
™ Ahmad muarif, Wawancara, (Trenggalek, 22 Februari 2018)
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surat panggilan kepada Tergugat dan Tergugat tidak ada di tempat kemudian
disampaikan relaas atau surat panggilan tersbut ditinggal ditipkan saudaranya
kemudian dimintakan tanda tangan kepada pejabat desa untuk menjadi bukti
autentik dalam persidangan bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan
patut.

Namun bagaimana ketika ada salah satu Tergugat dengan permaslahan
yang sama bahwa dirinya digugat cerai oleh istrinya dan baru mengetahui setlah
adanya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Muhammad Iksan selaku Jurusita pengganti Pengadilan Agma trenggalek
menerangkan:

“Dan ada jib, kalau ga salah dari desa pakel. Jadi dia itu katanya kok
saya ga dapet surat panggilan, moro-moro wes ono putusan.tapi kan
gini jib, ga mungkin dia ga tahu surat panggilan, wong waktu itu saya
yang nganterin kok. Relaas sudah aku sampaikan ke rumahnya terus
ke desa juga, jadi ga mungkin kalau dia ga tahu. Sebenarnya gini jib.
Di daerah sana itu (kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek)
banyak yang ga faham masalah persidangan dipengadilan, jadi
anggepanya kalau dia ga datang itu ga jadi cerai, ternyata salah,
meskipun dia ga dateng pun itu kan persidangan tetap berjalan, yang
penting aku sudah menyampaikan dengan benar sesuai prosedur. Itu
yang jadi masalah jib "

Persoalan upaya hukum ini memang bukan hal yang mudah bagi
masyarakat Trenggalek, apalagi hanya karena persoalan sepele, tergugat tidak

mengetahui relaas atau sura panggilan persidangan. Sebenarnya bukan karena

sebab itu yang jadi masalah namun karena banyak masyarakat yang tidak

> Muhammad iksan, Wawancara, (Trenggalek 2 Juni 2018)
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mengetahui bahwa beracara di Pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir
dalam persidangan maka perkara tetap berjalan.

Sebenarnya bukan alasan karena Kepala Desa tidak menyampaikan
kepada Tergugat, tapi karena memang Tergugat beranggapan bahwa ketika
dririnya tidak hadir di persidangan maka tidak sah atau cacat hukum ketika
bersidang di Pengadilan, namun justru sebaliknya, acara persidangan tetap
berjalan dan Tergugat tidak hadir maka dengan sengaja dirinya membuang
kesempatan dalam menjawab gugatan Penggugat sebagai bukti bahwa apa yang
dikatakan atau digugat oleh Penggugat adalah tidak benar. Beruntung masih
dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan, yang akhirnya Tergugat
mengajukan verzet untuk menjawab semua gugatan yang telah diputus oleh
majelis hakim.

Namun jika sudah melebihi batas waktu 14 hari dan putusan sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap maka, upaya hukum yang ditempuh adalah
bukan lagi pada Pengadilan tingkat pertama, bukan verzet, banding ataupun
kasasi, melainkan peninjauan kembali dengan beberapa alasan yang kuat untuk
menempuh upaya hukum peninjauan kembali tersebut,

Sulit memang ketika masyarakat disana yang tidak mengetahui mengenai
perceraianya di pengadilan dan hanya tahu ketika salinan putusan itu mereka
terima. Dan upaya hukum peninjauan kembali pun rasanya lumayan sulit untuk
mereka tempuh dengan beberapa fakta diatas. Oleh karena itu taatilah prosedur

yang ada sehingga pada kemudian hari tidak menyesal.
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Jadi, untuk upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan ada 2
(dua) yakni perlawanan (verzet)atau peninjauan kembali. Jika masih dalam
tengoang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka upaya hukum yang
dapat diajukan oleh Tergugat adalah perlawanan atau verzet, dengan
mendaftarkan lagi ke Pengadilan Agama Trenggalek kemudian membayar biaya.
Akan tetapi tetap dalam satu nomor perkara yang sama. Kemudian jika sudah
melwati tenggang waktu tersebut dalam arti sudah berkekuatan hukum tetap,
maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah Peninjauan kembali, dengan
mengajukan pada Pengadilan tingkat pertama kemudian membuat memory PK
lalu diperiksa kemudian dikirim ke Mahkamah Agung untuk di periksa apakah

ditolak atau diterima, selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, Peneliti mencoba untuk menyimpulkan sebagai
berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus verstek berdasarkan adanya relaas
yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah benar, yakni Hakim
berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah
dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak hadir dipersidangan,
juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah. Apalagi pihak pengadilan
sudah menerapkan trobosan dalam pemanggilan sehingga tidak ada alasan

bagi Tergugat untuk tidak mengetahui relaas atau surat panggilan.

84
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2. Untuk upaya hukum putusan verstek kepada pihak yang merasa dirugikan
tidak terima, maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan verstek
tersebut vaitu dengan upaya hukum perlawanan atau verzet jika masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan,
namun jika tenggang waktu tersebut sudah terlewati, maka upaya hukum
yang bisa diajukan adalah Peninjauan Kembali (PK) yang semuanya sama-

sama diajukan di Pengadilan tingkat pertama.

B. Saran
Dari uraian permasalahan diatas, Peneliti akan memberikan saran semoga
dapat diterima :

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Trenggalek, tidak ada data khusus
mengenai putusan verstek dan siapa saja yang mengajukan verzet dalam data
tahunan, harusnya data tersebut diadakan untuk memepermudah daearah
mana saja yang sering terjadi permasalahan terhadap pemanggilan, sehingga
nanti diharapkan bisa memberikan penyuluhan agar masyarakat sesuai
dengan prosedur yang ada. dan untuk trobosan mengenai pemanggilan,
sudah bagus cukup signifikan untuk diterapkan, terus semangat untuk para
Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek, meskipun kondisi geografis berada
dalam dataran tinggi juga dibarengi dengan terobosan atau inovasi sehingga

kiranya agak kesulitan dalam pemanggilan, jangan pantang menyerah.

85
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2. Kepada Masyarakat yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama,
pahamilah tata cara beracara di Pengadilan agar tidak menjadi pihak yang

dirugikan.
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Lampiran 1

PUTUSAN
Nomor : 0986/Pdi.G/2015/PA.TL.

ef/ )
: / DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat periama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat
antara:

, umur {ahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
, tempat kediaman di Lingkungan
Kelurahan Kecamatan Trenggalek Kabupaten
Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN
, umur tahun, agama islam, pekerjaan
, tempat kediaman di
Kecamatan Kabupaten Trenggalek,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadiian Agama tersebuit;
Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;
| TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap
putusan verstek atas perkara cerai gugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Trenggalek tertanggal 08 Septemebr 2015 yang terdaftar pada register perkara
Nomor: 0986/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 3 Agustus 2015 yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemanggilan untuk sidang pertama telah dilakukan oleh Jurusita
Pengadilan Agama Trenggalek dengan patut ;

2. Bahwa pada sidang pertema Pelawan (sebagai termohon ) tidak bisa hadir
dipersidangan karena ada keperluan kantor ;

3. Bahwa pemanggilan untuk sidahg kedua telah dilakukan oleh Jurusiia
Pengadilan Agama Trenggalek dengan pafui ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0986/Pdi.G/2015/PA TL. Halaman 1 dari &
) »
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4. Bahwa pada sidang kedua di Pengadilan Agama Trenggalek Pelawan (sebagai

Termohon) hadir pada pukul 12.00 WIB dan putusan sudah turun karena
pelawan terlambat hadir di persidangan (tanpa ada konfirmasi dulu dari
) Pelawan/sebagal Termohon) ; ‘ )

hwa disamping hal tersebut diatas dengan ini (sebagai Termohon) ‘hendak
‘verzet iterhadap putusan dengan alasan :

é@{awan sebagai Termohon menginginkan tetap hidup bersama dalam ikatan
/ﬂ/ang syah menurut agama dan negara ;

. Pelawan (sebagai Termohon) mengakui segala kesalahan yang telah di
sampalkan terlawan dan bersedia untuk memperbaikinya ;

. Pelawan sebagai termohon mempertimbangkan masa depan kedua anak yang
hadir dari buah perkawinan ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas pelawan sebagai termohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Trenggalek ‘untuk mempertlmbangkan alasan pelawan
tersebut diatas ;

Dalam Verstek

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;

2. membatalkan putusan Pengadiian Agama Trenggaiek ;
Dalam Rekonpensi;

1. membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon keputusan
yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pelawan dan
Terlawan hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim
berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara,

Menimbang, bahwa usaha Majelis untuk mendamaikan Pelawan dan
Terlawan agar rukun kembali dan damai kumpul sebagai mana layaknya suami
istri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata terlawan menerimanya
untuk berdamai dan rukun kembali dengan sarat Pelawan memenuhi permintaan
Terlawan yaitu tidak mengulangi apa yang tidak disenagi oleh Terlawan , dan
Pelawan menyatakan setuju atas permintaan Terlawan dan mereka ‘sepakat
perkaré ini ditutup sampai disini , atau perkara ini dibatalkan saja sesuai aturan
yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh maijlis
ternyata berhasil sehingga para pihak tidak periu diajukan perdamaian melalui
mediator ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0986/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 2 dari 5
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Menimbang, Qahwa pihak Pelawan dan terlawan telah mendukupkan
keterangannya dan tidak akan mengajukan apa —apa lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal

TENTANG HUKUMNYA

3 Ménimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
" sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah
dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi ‘Kutipan Akta

Nikah Nomor: 02/02/1/2005 tanggal 05 Januari 2005 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

kabupaten , terbukti secara hukum bahwa Pelawan adalah

suami yang sah Terlawan sehingga Pelawan berhak menjadi subyek hukum dalam
perkara ini ; ‘

Menimbang bahwa Pelawan mengajukan surat perlawananya tertanggal 28
September 2015 atau diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal
125 ayat (3) dan pasal 129 ayat (2) HIR yakni 13 hari setelah pemberitahuan isi
putusan , maka perlawanan Pelawan (permohonan verzet) tersebut dibenarkan
menurut hukum, sehingga perlawanan Pelawan tersebut harus diterima urituk
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha menasehati dan
mendamaikan Pelawan dan Terlawan sebelum masuk pada mediator , agar
mengurungkan niatnya untuk mengajukan perlawanan dan rukun kembali , ternyata
pelawan dan terlawan sepakat berdamai dan bersedia rukun kembali sebagai
mana layaknya suami istri dengah perjanjian Pelawan tidak mengulangi
perbuatahya , dan ternyata pelawan setuju ; '

Menimbang bahwa oleh karena péra pihak telah supakat berdamai sedang
perkara ini sudah melalui proses pembuktian bahkan sudah diputus oleh
Pengadilan dengan putusan verstek pada tanggal 8 September 2015 , sehingga
perkara tersebut tidak bisa dicabut baik oleh Tergugat sebagai penggugat awal
maupun oleh pelawan sebagai Tergugat , maka majlis berpendapat bahwa perkara
tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan pelawan adalah pelawan yang benar
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sehingga putusan pengadilan tertanggal 8 September 2015 harus di nyatakan
batal/dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat awal (Terlawan ) karena perkara tersebut adalah merupakan perkara
lanjutan bukan perkara yang terpisah ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;

2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik; :

3. Membatalkan putusan verstek Nomor : 0986/Pdt.G/2015/PATL tanggal 08
September 2015;

4. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara verzet
sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari
Selasa tanggal 03 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami . sebagai Hakim Ketua,
., masing-masing sebagai hakim anggota
dibantu oleh sebagai panitera pengganti, pada hari

itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh

Pelawan dan Terlawan ;
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumiah Rp. 236.000,-
(dua fétus tiga puluh enam ribu rupiah) .
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Lampiran 4

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

JL. DR. SUTOMO NO. 21 ® (0355) 791427 - FAX (0355) 791427
Email ; pa_trenggalek@yahoo.co.id dan pa_trenggalek@gmail.com

"TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A21/£0& /OT.00.1/111/2018

Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:
Nama : NAJIBULLAH
NIM : 14210093
Fakultas/Jurusan . : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah / Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian untuk Penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Trenggalek,
mulai tanggal 31 Januari — 8 Februari 2018, dengan judul “Putusan Verstek berdasarkan
tidak kehadiran tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada kepala desa (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama TFénggalek)”

Demikiati surat keterangan ini dibuat untuk sebagaimana semestinya.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Lampiran 5
. JADWAL WAWANCARA
DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
NO. )’\VJAKTU / KEPADA SEBAGAI TTD
UM o
AclFeqifliasy ) Penanggung jawab dalam
1 |zen S Panitera ; :
22 / Lebp / 20 € kaitanya dengan surat panggilan :
J v
) Admm il Panitera muda Orang yang bertanggung jawab
,ﬂ/@b / 2oi@ hukum di meja 3 \
Melearm pad py 2
3 [kl S H G Hey Jurusita 1 _ - 1
77 /ﬁe Ll (@ Orang yang menyampaikan
[’le 4 WS @ r»d* secara teknis mengenai 1
. qz /nﬁ,,b/ A mengumpulkan seluruh
: : informasi terkait pemangg
. ?CHL« mad Remly, -l kemudian di simpulkan &%
A urusita
22/ fob / 20 @
DRA. SUMARTE,
Q2 [feb/26i® @!M
Sebagai orang yang mengadili b
. /&WZ/}/ fi T UR Vit G 5 perkara dengan mengumpulk %7 /
22/ 000/ 26 1O seluruh pendapatnya kemudiahz
DRS B Sho birin, di sl
g W Hakim 3 ¢
1t/ feb / a0iP N
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Lampiran 6

http://192.168.1.3/e-surat-}
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KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK
Jalan Dr. Sutomo No 21 Trenggalek, Telp/Fax

(0355) 791427 Jawa Timur

LEMBAR DISPOSISI
Ne. Agenda 1 0309 Kode :La
Tgl. Terima : 21 Feb 2013 Tgl. Penyelesaian . " eoon®, .
Tanggal dan Nomor Surat  : 21 Feb 2018/ -
Dari : Sdr. NAJIBULLOH
Ringkasan Isi : Jadwal wawancara untuk penelitian
Lampiran : 2 eksemplar

Disposisi j l Diteruskan Kepada Paraf

DISPOSISI
PANITERA/SEKRETARIS

DISPOSIST KPA/WKPA
KEPADA

PANITERA/SEKRETARIS

1.Panmud Hukum
.| 2 Panmud Permohonan
| 3. Pariniud Gugatan

‘e

- e G d‘”z“_ l TKasub.BagKepeg.
} a’, L‘S.Kasub.Bag.Perenca.naan
< N"‘M\' V I 6.Kasub.Bag Keu/Umum

- 7.Lain - Lain
%Q Gl :
: : l v Wt it

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Lampiran 7

FOTO-FOTO KEGIATAN WAWANCARA

Wawancara dengan Dra. Sunarti, S.H.,M.H. Wawancara dengan Ahmad Turmudi, S.Ag.

(Hakim Pengadilan Agama Trenggalek) (Hakim Pengadilan Agama Trenggalek)

Wawancara dengan Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes.
(Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Wawancara dengan Achmad Muarifzen,S.H
(Panitera Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek)

Wawancara dengan Achmad Romli, S.H.
(Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Trenggalek)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SVIIF2013 {Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B* SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII2011 (Hukum Bisnis Syarigh)
JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559398, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-maiang.ac.id/

Nama
NIM

Jurusan

Dosen Pembimbing :

Judul

BUKTI KONSULTASI

Najibullah
14210093

Al Ahwal Al Syakhsiyyah
DR. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN
TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA DESA (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)

4
e

Hari/Tanggal

Materi Konsultasi

Paraf

Senin, 5 Februari 2018

Revisi Proposal Skripsi

Rabu, 7 Februari 2018

ACC Proposal Skripsi

Selasa, 13 Februari 2018

BABL IL III

Kamis, 15 Februari 2018

Revisi BAB I, I, III

¥
i

Jum’at, 16 Februari 2018

Konsultasi Pengambilan Data

Jum’at, 18 Mei 2018

Hasil Penelitian

4
L

Rabu, 23 Mei 2018

BAB1V,V

Rabu, 30 Mei 2018

Revisi BAB L IL IIL IV, V

i
v

O 00] Q] N i B WEN] =

Senin, 4 Juni 2018

Abstrak

.

fom—y
L=

Selasa, 5 Juni 2018

ACC Skripsi

ZRERIAN AR

Malang, 5 Juni 2018
Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan

wal Al Syakhsiyyah

Gi;;\
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IDENTITAS PENULIS

IDENTITAS DIRI

3 Nama : Najibullah
Tempat, Tanggal Lahir  : Cirebon, 16 Oktober 1996
Agama . Islam
Alamat : Desa Japura Bakti Kec. Astanajapura
Kab. Cirebon
Email : najib.nadwah@yahoo.com
® No HP : 089609251150

PENDIDIKAN FORMAL

NO. NAMA INSTANSI PENDIDIKAN ALAMAT | TAHUN
1 | Ml An-Nidhomiyah Japura Kidul Cirebon 2002-2008
2 | MTs NU Putera 1 Buntet Pesantren Cirebon Cirebon 2008-2011
3 | MAN 3 Cirebon Cirebon 2011-2014

Hukum Keluarga Islam-Universitas Islam Negeri Maulana
4 _ Malang 2014-2018
Malik Ibrahim Malang

PENDIDIKAN NON-FORMAL

NO. NAMA INSTANSI ALAMAT | TAHUN
1 | Madrasah Diniyah An-Nidhomiyah Japura kidul Cirebon 2005-2008
2 | Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren Cirebon 2008-2014
3 | Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly UIN Maliki malang Malang 2014-2015

Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Pagar Nusa UIN
4 _ _ Malang 2014-2018
Maulana Malik Ibrahim Malang




RIWAYAT MENGAJAR

NO SEBAGAI INSTANSI TAHUN
i UKM Pencak Sllat Pagar Nusa UIN
1 | Pelatih Maulana Malik Ibrahim Malang 2017-2018
2 | Ustadz/Guru TPQ Nurul Huda Dinoyo Kota Malang | 2016-2018
3 Pengajar Pondok SDN Percobaan 2 Kota Malang 2017
Romadhon
RIWAYAT ORGANISASI
NO JABATAN ORGANISASI TAHUN
Pengurus Bidang i
KM P k Silat P N IN
1 | Keanggotaan dan > i ] i ggar usaZ) 2015-2016
Maulana malik Ibrahim Malang
Keorganisasian
Wakil Ketua VI Bidang ]
2 | Mental, Spiritual dan UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN | ) o o7

Keaswajaan

Maulana malik Ibrahim Malang

3 Dewan Kehormatan

UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN
Maulana malik Ibrahim Malang

2018- Sekarang

CEO Lembaga Semi

Keluarga Besar Mahasiswa

4 . Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana 2015-2016
Otonom Advokasi . .
malik Ibrahim Malang
Pengurus Bidang PMII Rayon Radikal Al Faruq
° Jurnalistik Fakultas Syariah 2015-2016
Himpunan Mahasiswa Jurusan
6 | Pengurus Bidang Kajian | Hukum Keluarga UIN Maulana 2015-2016
Malik Ibrahim Malang
Sekjen Mentri Budaya DEMA-Universitas UIN Maulana
" | dan Olahraga Malik Ibrahim Malang 2017-2018
. Forum Mahasiswa Cirebon
8 | Ketua Bidang Eksternal 2017-2018

(FORMACI) Malang Raya




Lembaga Pendidikan dan Pondok
9 | Wakil Kepala Pesantren- TPQ Nurul Huda Dinoyo | 2016-2017
Kota Malang
Lembaga Pendidikan dan Pondok
10 | CEO Devisi Kurikulum | Pesantren- TPQ Nurul Huda Dinoyo | 2017-2018
Kota Malang
RIWAYAT TEAM WORK EVENT
NO SEBAGAI ACARA TAHUN
CEO Publikasi, | Penerimaan dan Pembaiatan Anggota Baru UKM
1 | Dekorasi dan Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim 2015
Dokumentasi Malang
. Penerimaan dan Pembaiatan Anggota Baru UKM
CEO Steering . h )
2 : Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim 2016
Committee
Malang
CEO Team ) Y g )
Bintang Trisula Cup Kejuaraan Pencak Silat Pagar
3 | Proposal 2016
Nusa se-Jawa dan Bali
4 CEO Steering Bintang Trisula Cup Kejuaraan Pencak Silat Pagar 2017
Committee Nusa se-Jawa dan Bali
Musyawarah Anggota UKM Pencak Silat Pagar Nusa
5 | Ketua Pelaksana _ _ 2015
UIN Maulana malik Ibrahim Malang
Leadership UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN
6 | CEO Humas ) ) 2016
Maulana malik Ibrahim Malang
CEO Publikasi, ] ) ] )
) Latihan Alam dan Ziarah Wali UKM Pencak Silat
7 | Dekorasi dan ) ] 2016
_ Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim Malang
Dokumentasi
8 |CEO Ujian Pengambilan Bedge dan sabuk UKM Pencak 2016




Akomodasi

Silat Pagar Nusa UIN Maulana malik Ibrahim

Malang
Team ]
9 Inagurasi Forum UKM Bersama 2016
Keamanan
10 CEO Ta’aruf Mahasiswa Bidikmisi (TMB) UIN Maulana 2015
Akomodasi malik Ibrahim Malang
Bidikmisi On March Keluarga Besar Mahasiswa
10 | Sie Pendanaan Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana malik Ibrahim 2015
Malang
Penanggung : AL Tk
12 Essay Nasional Bidikmisi On March 2016
Jawab Lomba
Pengembaraan Intelektual dan Spiritual (P1S)
Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN
13 | Ketua Pelaksana ) | _ _ 2015
Maulana malik Ibrahim Malang (Ziarah Wali dan
kunjungan Tokoh nasional)
Pengembaraan Intelektual dan Spiritual (PIS)
1 CEO Steering Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN 2016
Committee Maulana malik Ibrahim Malang (Ziarah Wali dan
kunjungan Tokoh nasional)
1 Team Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)- 2015
Keamanan Universitas
16 Team Disiplin Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)- 2016
Mahasiswa Universitas
) Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)-
17 | Keskretariatan 2015
Fakultas
18 Team Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK)- 2016
Pendamping Fakultas
19 | Steering Orientasi Jurusan Hukum Keluarga Islam 2016




Committee

20

Team Deklarasi

Deklarasi Forum Mahasiswa Cirebon (FORMACI)
Malang Raya

2017

21

Ketua Pelaksana

Peringatan Maulid Nabi TPQ Nurul Huda Dinoyo
Kota Malang

2017




